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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pasal 365 Ayat
(3) KUHP Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di
Polresta Sidoarjo)” adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan
tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus Pasal 365 ayat (3)
KUHP yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Sidoarjo serta bagaimana analisis
hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kasus Pasal
365 ayat (3) KUHP di Polresta Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya
menggunakan wawancara terhadap kepolisian bidang Reskrim unit Pidana Umum
Polresta Sidoarjo dan dengan sumber lainnya. Data yang dikumpulkan selanjutnya
dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola deduktif, sehingga
memberikan pemahaman yang konkrit dan dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian menyimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus
Pasal 365 ayat (3) KUHP oleh kepolisian Polresta Sidoarjo, yang mana korban
dalam kasus tersebut bernama Didik Murtadho dan Istining, telah sesuai dalam
aturan-aturan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Aturan-aturan tersebut
yaitu Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP dan Pasal 15 sampai Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di samping itu terdapat perbedaan pendapat antara
penulis dengan pihak kepolisian, yang mana dalam Berkas Acara Pemeriksaan
tersangka diterapkan Pasal 365 ayat (4) karena tersangka pencurian dengan
kekerasan tersebut terdiri dari dua orang, namun berkas antara tersangka yang satu
dengan yang lain dipisah (displit). Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat
bahwa seharusnya tersangka dikenakan Pasal 365 ayat (3) karena tersangka yang
terdiri dari satu orang.

Dalam hal ini penulis juga memberikan saran kepada beberapa pihak yang
terlibat dalam kasus tersebut. Pertama kepada pihak kepolisian selaku pihak yang
menangani penyelesaian kasus tersebut, agar dapat selalu menaati peraturan yang
ada, baik sebagai penyidik maupun penyelidik. Kedua pada umumnya untuk
keluarga tersangka, korban, maupun masyarakat luas agar selalu menjaga anggota
keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan diri ke dalam
kejahatan, yaitu dengan cara saling menjaga dan saling menolong satu sama lain.

\
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu, kejahatan selalu terjadi setiap waktunya dan dimanapun
tempatnya. Kejahatan pencurian, pembunuhan, penganiayaan menjadi hal yang
biasa dari zaman ke zaman. Sebabnya tidak lain adalah karena kurangnya

pengetahuan dan keimanan yang membuatnya menjadi seorang penjahat.

Termasuk di Indonesia, hal ini dapat terjadi karena masyarakat masih banyak
yang tidak berkeinginan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang
padahal dapat membawa masyarakat itu sendiri ke lingkungan yang positif.
Kemudian karena kurangnya pengetahuan tersebut, menjadi sulit untuk
menemukan pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya. Maka tidak heran

banyak bermunculan kasus pelanggaran hukum seperti di atas.

Kurangnya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan agama juga menjadi
sebab seseorang dengan mudah melakukan tindakan apa saja di luar batas untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya yang tertunda atau adanya suatu hal memaksa dari
orang lain yang membuat seseorang itu harus memenuhi apa yang menjadi

kewajibannya, seperti hutang piutang dan sebagainya.

Terkait dengan hukum dan masyarakat, Durkheim memandang adanya ikatan
dalam masyarakat antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas, maka
dari itu beliau dikenal sebagai tokoh Sosiologi Hukum yang mencetuskan teori
solidaritas. Beliau membedakan antara represif (hukum yang menindak) dan

restitutif (hukum yang mengganti).*

Masyarakat merupakan suatu wadah terjadinya interaksi sosial antara individu
dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Untuk menjalin interaksi yang baik, maka dibutuhkan keselarasan pemikiran antar

! satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 326.



warga. Tetapi tidak jarang timbul perselisihan dalam interaksi tersebut bahkan
hingga mencapai ke tingkat konflik. Konflik timbul karena munculnya
ketidaksepahaman dalam substansi, tetapi masyarakat sepaham untuk mengenal

latar belakang dan cara bekerja hukum.?

Melihat hal seperti ini, Durkheim menemukan salah satu faktor yang
disebutnya sebagai solidaritas. Menurutnya yang menjadi hal utama adalah
kesadaran sosial, bukan solidaritas individual. Beliau memfokuskan perhatiannya
pada solidaritas sosial yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Beliau juga
menyimpulkan bahwa hukum yang menindak dapat disamakan dengan hukum

pidana yang diterapkan saat ini, yang disebut sebagai solidaritas mekanik.

Untuk itu perlu adanya suatu tatanan untuk menyokong kehidupan dalam
bermasyarakat yang tertib. Ketertiban yang disokong oleh tatanan tersebut
memiliki sifat yang berlainan, karena didukung oleh norma-norma yang memiliki
sifat yang tidak sama pula. Hal ini dapat dilihat dalam segi tegangan antara ideal
dan kenyataan, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai radbruch “ein immer
zunehmende Spannungsgrad zwischen ldeal und Wirklichkeit” (Radbruch: 1961:
13).

Hukum tidak boleh sampai melanggar keadilan terhadap masyarakat. Menurut
Kant, keadilan publik harus memiliki aspek yang berbentuk keadilan itu sendiri
(lex justi) secara intern. Di samping itu, keadilan publik tidak dapat dipungkiri
mengandung aspek hukum yang dapat dikomunikasikan dan berhubungan dengan
objeknya (masyarakat), serta hendaknya menegakkan persamaan dan berdasarkan

pada kehendak umum.*

Salah satu hukum yang dimaksud oleh pakar-pakar di atas adalah hukum
pidana. Pidana sendiri yaitu sesuatu hal yang mengandung penderitaan dan

sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah berbuat tindak pidana.® Di

2 |S. Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 27.
jSatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 326.
Ibid., 295.
5 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena, 2016), 83.



samping hukum pidana yang bersifat hukum materiil, terdapat juga hukum acara
pidana yang bersifat formil. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana
berfungsi sebagai pembeda dengan hukum pidana, karena hukum pidana berisi
tentang pedoman dan pemaparan tentang aturan yang harus ditaati sedangkan

hukum acara pidana berisi aturan untuk menegakkan dan menjatuhkan pidana.®

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tujuannya dikenal sebagai magashid
syariah yang terdiri dari 5 hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hukum
pidana Islam tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga
kepentingan publik (masyarakat). Di samping itu, pakar hukum seperti
Oktoberriansyah juga mengungkap pendapatnya mengenai tujuan hukum pidana
Islam itu sendiri, yaitu pembalasan, pencegahan, pemulihan atau perbaikan,
restorasi (merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang berseteru),

dan penebus dosa.

Pada dasarnya, manusia hanya ingin agar segala kebutuhannya terpenunhi.
Tidak peduli dengan cara apapun asalkan ia dapat memberikan segalanya yang ia
mampu baik kepada sanak keluarga atau kerabat terdekat. Tetapi situasi dan
kondisi yang tidak mendukung membuat seseorang tersebut ‘nekat’ untuk

melakukan kejahatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya penegakan hukum agar
hukum itu sendiri dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat.
Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara sangat

diperlukan dedikasinya.’

Berbicara mengenai kejahatan, penulis tertarik untuk meneliti salah satu kasus
yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kasus tersebut adalah

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan disertai pembunuhan

® Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press,
2015), 13.
" Ibid.



pada tahun 2017 yang dilakukan seseorang terhadap pasangan suami istri bernama
Didik Murtadho dan Istining.

Mereka dibegal (dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai pencurian
dengan kekerasan) saat dalam perjalanan menuju ke pasar untuk berjualan.
Namun tragisnya, peristiwa ini mengakibatkan sang suami yaitu Didik Murtadho
meninggal dunia karena melawan pelaku saat mengambil harta bendanya.
Menurut keterangan penyidik Polresta Sidoarjo selaku yang menangani kasus di
atas, bahwa pelaku melakukan hal keji tersebut karena terlilit hutang dan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang mudah.®

Di sini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut kronologi dan
pelaksanaan penegakan hukum kasus tersebut. Apakah aparat penegak hukum
(dalam hal ini adalah kepolisian) telah melaksanakan penegakan hukum sesuai
dengan yang diatur dalam undang-undang ataukah terdapat kewenangan sendiri

untuk melaksanakannya.

Selain itu, penulis juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pihak
kepolisian yang menangani kasus tersebut, yang mana penyidik telah menetapkan
tersangka dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP karena perbuatan tersebut dilakukan
oleh dua orang dan mengakibatkan matinya korban. Sedangkan menurut penulis
seharusnya tersangka dijatuhi Pasal 365 ayat (3) KUHP karena selain adanya
kendala penulis untuk meneliti berkas tersangka lebih lanjut, setiap tersangka
memiliki berkas tersendiri, maka seharusnya ditetapkan dengan Pasal 365 ayat (3)
KUHP.

Perkembangan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik jika peranan
badan-badan atau lembaga penegak hukum berjalan dengan baik. Peranan badan-
badan atau lembaga-lembaga penegak hukum dibutuhkan dalam penegakan

hukum untuk menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun

® Hafid Dian Maulidi dan Saiful Arief (Penyidik Polresta Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 30
November 2020.



memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk meningkatkan

kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.’

Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang

dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu (Utomo, 2002).

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap
anggota masyarakat juga menaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam

masyarakat  itu.*°

Secara sederhana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk
pengembangan dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), perbedaannya
adalah pelaku merampas harta korban menggunakan senjata atau tidak
menggunakan senjata dan dapat menyebabkan korban ketakutan. Tetapi karena
kejahatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dalam hukum
positif pelaku dapat dijatuhi Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana
lima belas tahun penjara.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencurian tersebut dapat dikategorikan
ke dalam jarimah hirabah, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan mengambil
harta seseorang, atau menakuti seseorang dengan ancaman atau tindakan
kekerasan dan korban tersebut jauh dari bantuan orang lain. Pelaku dapat dijatuhi
hukuman mati dengan disalib tanpa disertai hukuman potong organ tubuh karena

tindak pidananya disertai dengan pembunuhan.*!

Hukuman tersebut didasarkan pada ayat al-Qur’aan sebagai berikut:

% Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.

10 Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.

11 AndiNurul Fauzah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
di Polrestabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).



http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/
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Artinya: “dan dalam qishaas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,

hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*?

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1. ldentifikasi masalah
Identifikasi masalah adalah poin penting dari suatu penelitian yang berisi
pemerincian masalah dengan beberapa data yang dapat mendukungnya atau
suatu upaya mendefinisikan masalah agar dapat diuji. ** Konsep dari
identifikasi masalah adalah proses dan pengenalan dari hasil masalah.'* Dari
latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa masalah yang
teridentifikasi, yaitu sebagai berikut:
a. Analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum positif.
b. Analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum pidana Islam.
c. Analisis penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP
perspektif hukum positif (studi kasus di Polresta Sidoarjo).
d. Analisis penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP
perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo).
2. Batasan masalah
Batasan masalah adalah suatu upaya untuk membatasi ruang lingkup
masalah yang terlalu luas agar penelitian menjadi fokus untuk dilakukan.
Upaya ini juga dilakukan agar dapat memperjelas apa yang dimasalahkan *°
Agar penelitian ini menjadi fokus, maka sangat perlu adanya pembatasan
masalah, yaitu sebagai berikut:
a. Analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum positif dan hukum
pidana Islam.

12 Al-Quran Surah Al-Bagarah: 179.

13 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya llmiah, Cet. 7,
(Jakarta: Kencana, 2011), 28.

14 https://raharja.ac.id/2020/10/16/identifikasi-masalah/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul
10.00 WIB.

1% https://raharja.ac.id/2020/10/18/batasan-masalah/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul
10.00 WIB.
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b. Analisis penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di

Polresta Sidoarjo).
C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kunci utama dari suatu penelitian karena berupa
pertanyaan-pertanyaan untuk mencari data yang dibutuhkan.'® Dari identifikasi
dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, dikembangkan beberapa
pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum positif dan

hukum pidana Islam?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP

perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di Polresta
Sidoarjo)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah pemaparan ringkas tentang penelitian yang pernah
dilakukan pada masalah yang akan diteliti penulis sehingga terlihat jelas bahwa
penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari
penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dalam masalah ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan
dengan pencurian dengan kekerasan, namun tidak terdapat penelitian yang
memaparkan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan
kekerasan disertai pembunuhan, khususnya di Polresta Sidoarjo. Di antaranya
adalah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal karya saudara Roni pada tahun 2018 dengan judul Hirabah

(Begal) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar).
Karya ilmiah tersebut mendeskripsikan tentang kategori dan bentuk begal

yang terjadi di Kota Makassar ditinjau dari sudut pandang hukum Islam

16 Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah, Cet. 7, (Jakarta:
Kencana, 2011), 28.



serta solusi penyelesaian masalah tersebut ditinjau dari pandangan agama

Islam pula.t’

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian saudara Roni tersebut
adalah para pelaku begal (pencurian dengan kekerasan) di Kota Makassar
dimayoritasi oleh para mukallaf yang dapat dikenai had kepada mereka.
Tetapi tidak jarang tindak pidana tersebut juga dilakukan oleh anak
berusia 12-14 tahun, maka anak-anak tersebut tidak dapat dikenai had,
namun tetap berhak untuk diberi hukuman oleh hakim demi kebaikan
bersama;

2. Skripsi berjudul Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Polrestabes Makassar) karya Andi Nurul Fauziah
yang ditulis pada tahun 2018. la menjelaskan dasar hukum dalam tindak
pidana begal (pencurian dengan kekerasan) dan penegak pidana begal
dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
dasar hukum dalam tindak pidana begal terdapat dalam Pasal 362, 363,
dan 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk
dalam Bab XVII tindak pidana pencurian. Sedangkan penegak pidana
begal digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu:

a. Melakukan tindak pidana begal dengan cara menakut-nakuti korban
di jalan tanpa mengambil harta atau membunuhnya, pelaku dapat
dikenai hukuman pengasingan;

b. Membegal dengan mengambil harta milik korban saja tanpa disertai
membunuh, maka pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan dan
kaki secara bersilang;

c. Pelaku melakukan begal dengan membunuh korban tanpa mengambil
harta, maka pelaku dapat dikatakan sebagai pemberontak dan dikenai

hukuman mati tanpa disalib; dan

17 Roni, “Hirabah (Begal) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”,
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indexphp/al daulah/article/view/5263 diakses pada tanggal 10
September 2020 pukul 10.44 WIB.
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d.

Pelaku membunuh serta mengambil harta korban, maka ia dapat
dijatuhi hukuman mati dan disalib tanpa adanya hukuman potong

organ tubuh'®;

3. Artikel jurnal karya Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, dan

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari berjudul Proses Penyidikan Tindak

Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas).

Dapat ditarik garis besar, bahwa secara ringkas, proses penyidikan adalah

sebagai berikut:

a.
b.

C.

Penerimaan laporan pengaduan dari pelapor;

Mencatat register laporan polisi yang terkait;

Dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi;

Penyerahan berkas awal pemeriksaan kepada Administrasi Operasi;
Pengajuan berkas perkara dan lembar disposisi (perintah verbal
tertulis) kepada Kepala Satuan Resort Kriminal;

Pemberian disposisi kepada unit Resort Kriminal untuk menangani
perkara terkait;

Menyelidiki laporan pengaduan masyarakat dengan prosedur
berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku;

Melakukan gelar perkara untuk merencanakan langkah-langkah dalam

penyelidikan dan penyidikan.

Penulis menggunakan beberapa referensi bertema tindak pidana pembegalan,

karena secara umum kejahatan begal termasuk dalam tindak pidana pencurian,

namun istilah begal dikenal oleh masyarakat hanya sebagai pencurian terhadap

kendaraan bermotor.*®

18 AndiNurul Fauziah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
di Polrestabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).

19 Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah semua hal yang ingin dicapai dalam penelitian lalu
dipaparkan dalam hasil penelitian yang ada. 2 Dari penelitian ini, penulis
menyebutkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum

positif dan hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP

perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di Polresta

Sidoarjo).
F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis harap dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
wawasan keilmuan, khususnya bagi disiplin ilmu hukum pidana Islam
dalam hal penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP.

2. Aspek praktis: skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar bagi
para aparat penegak hukum, masyarakat, serta pemerintah dalam
mengatasi masalah Pasal 365 ayat (3) KUHP yang semakin marak terjadi

dalam masyarakat.
G. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki kegunaan sebagai dasar agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam pengambilan data-data keperluan penelitian secara
ilmiah. 2! Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi memudahkan dalam

memahami skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

20 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya llmiah, Cet. 7,
(Jakarta: Kencana, 2011), 28.

21 Akhmad Hidayatno, “Definisi dari Definisi Operasional”,
https://mww.google.co m/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s &source=web&cd=&ved=2ahUKEwjy04Lej
KLsAhWYIESFHVS8CwQQFjAAegQIBRA C&url=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id% 2Fsystem%2
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1. Analisis penegakan hukum: proses memilah-milah, mengklarifikasi,
memerinci dalam ruang lingkup upaya untuk menjadikan norma-norma
hukum agar berfungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pasal 365 ayat (3) KUHP: pasal dalam KUHP yang berisi tentang tindak
pidana pencurian yang mengakibatkan kematian pada korban dan dikenai
hukuman penjara paling lama 15 tahun.

3. Hukum positif: kumpulan kaidah atau asas hukum yang ditegakkan oleh
penguasa negara, bersifat mengikat secara umum maupun khusus, dibuat
dengan tertulis maupun tidak tertulis.

4. Hukum pidana Islam: kumpulan syariat Allah SWT. terkait berbagai
tindak pidana (jinayah) yang bersifat mengikat kepada mukallaf sebagai
hasil pemahaman dari kitab suci Al-Qur’aan dan Hadlits.

5. Studi kasus: penelaahan dan penrelitian ilmiah yang dilakukan di suatu

instansi atau lokasi tertentu berdasarkan data yang telah diperoleh.
H. Metode Penelitian

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih
serta menggunakan beberapa metode penelitian, yakni:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu hukum dipandang sebagai norma

atau das sollen. Adapun dalam penelitian ini membahas permasalahan

dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun tidak

tertulis serta bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan

pendekatan empiris yaitu hukum dipandang sebagai kenyataan sosial-

kultural atau das sein, sehingga penelitian ini menggunakan data primer di

lapangan.?? Dengan begitu, objek penelitian berkaitan dengan penegakan

Ffiles%2Fusers%2Fakh mad.hidayatno%2F material% 2Fseri3-
definisidaridefinisioperasional.pdf&usg=A0OvVaw149FidtOwikbe7tt YtQj1G diakses pada tanggal
10 September 2020 pukul 10.00 WIB.

22 https://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_I11.pdf diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul
09.19 WIB.
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hukum kasus Pasal 365 ayat (3) KUHP yang ditangani oleh Polresta
Sidoarjo.
2. Data yang dikumpulkan, yaitu:

Data-data yang berhubungan dalam penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris ini diperoleh atau bersumber dari lapangan
langsung?®, di mana dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu lembaga
kepolisian Polresta Sidoarjo sebagai pihak yang menangani kasus
pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan korban bernama Didik
Murtadho dan Istining.

Penulis menambahkan, dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif sebenarnya tidak mengenal adanya data, sebab dalam
penelitian tersebut sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan
bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.
Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar
yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum
sekunder.?*

Di dalam bahan hukum sekunder terbagi menjadi dua, yaitu bahan
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), contohnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bahan hukum
sekunder ialah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang
bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan
di dalamnya, contohnya yaitu buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-
dokumen yang mengulas tentang batas usia pernikahan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002.

Selain itu juga terdapat bahan hukum tersier, yang mana merupakan

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

23 .

Ibid.
24 http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091 chapter3.pdf diakses pada tanggal 30 April 2021
pukul 14.53 WIB.
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hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-
lain. >

Sehingga perbedaan antara data dengan bahan hukum adalah
pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. Apabila
peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris, maka menggunakan data yang bersumber dari lapangan langsung.
Sedangkan jika peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif, maka yang digunakan adalah bahan hukum,
yang mana lebih mengedepankan penggunaan bahan-bahan hukum yang
bersifat autoritatif.

3. Sumber data

Sumber data ialah sumber asal data yang akan dikaji untuk bahan
penelitian. Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris ini, di antaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang sifatnya utama dan terpenting

untuk mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian karena dilakukan langsung di lapangan.® Data primer ini

diperoleh langsung dari lembaga yang menangani kasus Pasal 365 ayat

(3) KUHP, yaitu Polresta Sidoarjo berupa dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat

menunjang dan melengkapi sumber data primer sebagai data

terpenting dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu

dapat melalui buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan

penelitian ini.

Selain itu penulis menambahkan, dalam penelitian kualitatif dengan

pendekatan yuridis normatif mengenal istilah sumber bahan hukum, yang

25 |1
Ibid.
26 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 34.
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mana pengertian dan Kklasifikasinya tidak jauh berbeda dengan yang telah

dijelaskan dalam subbab sebelumnya.?’
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah aturan yang sistematis dan sesuai standar
untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bertumpu
pada data primer.?®

Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data dengan bertanya
langsung kepada narasumber. Penulis akan mewawancarai pihak yang
bersangkutan seperti polisi yang bertugas dalam menangani perkara
pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan terhadap korban
Didik Murtadho dan Istining.

b. Dokumentasi, yaitu mencari berbagai data terkait hal-hal yang menjadi
fokus penelitian, berupa catatan, agenda, notulen rapat, dan lain-lain.
Maka dalam hal ini penulis akan melakukan metode untuk
memperoleh data di Polresta Sidoarjo yang meliputi penegakan hukum
terhadap kasus Pasal 365 ayat (3) KUHP.

c. Studi pustaka ialah salah satu teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian sosial (empiris). Teknik ini digunakan
untuk memperoleh data dari sumber data sekunder, baik yang berasal
dari buku maupun literatur yang lain dan berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu teknik untuk menelaah lebih dalam
terhadap data-data terkait keperluan penelitian. Setiap teknik yang digunakan
akan dipaparkan pengertiannya dan kegunaannya untuk mana saja data yang
dianalisis.

Kemudian data-data yang telah terkumpul, dianalisis dengan metode

verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif. Verifikatif analisis adalah

memberikan penilaian kebenaran terhadap dasar hukum yang menjadi

2" http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091 chapter3.pdf diakses pada tanggal 30 April 2021
pukul 14.53 WIB.
28 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 130.
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landasan dari hasil interview (wawancara)?® yang dilakukan dengan pihak
kepolisian terkait studi kasus di Polresta Sidoarjo.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang dimulai
dari data umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam penelitian
ini, penulis akan memaparkan teori yang bersifat umum tentang tindak pidana
pembegalan disertai pembunuhan, kemudian dianalisis penegakan hukumnya

menggunakan sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.*
I. Sistematika Pembahasan

Setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan menjadi tonggak
yang amat penting terlebih dalam suatu penelitian, karena sistematika pembahasan
berisi gambaran besar dari isi penelitian yang akan disusun oleh penulis3! dan
dapat memberikan kemudahan kepada pembaca.

Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

Bab kesatu memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teoritis yang berupa analisis umum tentang
penegakan hukum, definisi Pasal 365 ayat (3) KUHP, definisi hukum positif, dan
definisi hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat hasil penelitian lapangan di Polresta Sidoarjo yang
meliputi sejarah Polresta Sidoarjo dan narasi kasus pencurian dengan kekerasan
disertai pembunuhan terhadap korban bernama Didik Murtadho dan Istining.

Bab keempat memuat tentang analisis penegakan hukum terhadap Pasal 365
ayat (3) KUHP perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di
Polresta Sidoarjo).

Bab kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

zz Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 130.
Ibid.
31 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 34.
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PENEGAKAN HUKUM DAN PASAL 365 AYAT (3) KUHP PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Istilah hukum telah dikenal sejak dahulu di berbagai negara dengan

berbagai bahasanya pula, di antaranya yaitu ius (bahasa Latin); lex (bahasa

Latin); recht (bahasa Belanda); law (bahasa Inggris); Auk 'm, ahkam, hakama

(bahasa Arab); dan droit (bahasa Perancis).

Seiring berjalannya zaman, banyak bermunculan pakar hukum yang diakui

pendapatnya untuk digunakan sebagai referensi para mahasiswa dalam

memahami makna hukum itu sendiri. Beberapa pakar yang mengemukakan

pendapatnya mengenai definisi hukum, di antaranya yaitu:

a.

Hugo Grotius, berpendapat bahwa hukum adalah peraturan tentang
perbuatan moral yang di dalamnya terjamin nilai-nilai keadilan;
Cornelis Van Vollenhoven berargumen bahwa hukum adalah suatu
gejala dalam pergaulan hidup manusia yang bergolak terus menerus
dan dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya;*?
Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan syarat
yang dengan adanya ini kemauan bebas dari orang yang satu dapat
beradaptasi dengan kemauan bebas dari orang yang lain;

Sedangkan Prof. Mr. E. M. Meyers mengartikan hukum sebagai
seluruh aturan yang mengandung berbagai pertimbangan kesusilaan,

ditunjuk untuk menjadi tingkah laku dalam bermasyarakat dan

323, Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Cet. I, (Makassar: CV Social Politic Genius,

2020), 6.
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pedoman pemerintah dalam menjalankan Kinerjanya untuk
kepentingan negara.>®

Sehingga penulis dapat menyimpulkan, bahwa hukum adalah keseluruhan
aturan yang mengandung perbuatan moral yang mana di dalamnya terdapat
nilai- nilai keadilan dan beradaptasi dengan kemauan masyarakat serta menjadi
pedoman pemerintah dalam melangsungkan Kkinerjanya untuk kepentingan
bangsa dan negara.

Namun uniknya, ahli hukum masyhur L. J. Van Appeldorn justru
mengemukakan tidak ingin memberikan definisi hukum. Menurutnya hukum
memiliki banyak segi dan cakupan yang sangat luas sehingga tidak ada
satupun orang di dunia ini yang mampu memberikan definisi hukum secara
memuaskan dengan menyatukannya menjadi satu rumusan.®*

Kemudian dalam hukum dikenal adanya istilah penegakan hukum.
Penegakan hukum pun memiliki banyak cakupan dalam lingkup bahasa
Indonesia, salah satunya adalah penerapan hukum. Begitu pula dalam bahasa
asing, beberapa di antaranya yaitu rechtstoepassing, rechtshandhaving (bahasa
Belanda); law enforcement (bahasa Inggris); dan application (Amerika).*®
Tentunya istilah-istilah tersebut adalah hasil dari perbedaan bahasa dan
budaya di dunia serta perkembangan ilmu pengetahuan yang kian lama kian
pesat.

Penegakan hukum juga memunculkan berbagai definisi yang berbeda
menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

a. Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa penegakan hukum berarti
suatu kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terinci dalam kaidah-
kaidah atau pandangan-pandangan sebagai rangkaian penjabaran nilai
pada tingkat akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup;

%3 Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta:
Depublish, 2015), 8.

%4 Johan Jasin, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta:
CV Budi Utama, 2019), 8.

%5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 191.
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b. Menurut Liliana Tedjosaputro bahwa penegakan hukum tidak hanya
mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance karena
penegakan hukum merupakan proses penyelarasan nlai-nilai, kaidah-
kaidah, dan pola perilaku praktis yang tujuannya untuk mencapai
kedamaian;®

c. Soerjono Soekanto juga pernah menjelaskan, bahwa penegakan hukum
adalah suatu proses penerapan peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pemerintah, yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum
namun tidak secara ketat, dan memiliki unsur penilaian secara
pribadi;*’

d. Menurut Jimly Ashsiddigie, penegakan hukum adalah proses
dilakukannya usaha atau upaya agar norma-norma hukum dapat
berjalan sesuai fakta dan dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.>®

Kesimpulan dari definisi para ahli di atas bahwa penegakan hukum adalah
suatu proses menyelaraskan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang
tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance dan
diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah, bertujuan untuk menjadi
pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk
menjaga perdamaian.

Secara konkret, penegakan hukum yaitu berlakunya hukum positif dalam
praktik sehari-hari sebagaimana yang seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena
itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in
concreto dalam mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan dalam hukum formil.

Selama ini penegakan hukum (law enforcement) diartikan sebagai upaya

represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku

%6 5. salle, Sistem Hukum, Cet. I, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 77.

37 |srok dan Rizki Emil Birham, Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga
Negara, Cet. I, (Malang; UB Press, 2010), 3.

%8 |aurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 12.
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kriminal, namun hal itu akan menjadi cakupan yang sempit. Sehingga peranan
masyarakat atau orang dewasa yang cakap hukum (perzoonlijk) juga menjadi
ruang lingkup penegakan hukum itu sendiri yang pembahasannya akan
semakin luas.®
2. Jenis-jenis penegakan hukum

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai
berikut:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum mengikutsertakan semua
subjek hukum dalam setiap lalu lintas hukum. Siapapun yang menjalankan
aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, maka ia dapat
disebut menjalankan atau menegakkan hukum.

Namun dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya
para aparat penegak hukum untuk menjamin berjalannya suatu aturan
hukum sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya
Dalam arti luas, penegakan hukum melingkupi nilai-nilai keadilan
yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit,
penegakan hukum hanya meliputi penegakan peraturan yang berbentuk
formal dan tertulis.*°
3. Teori penegakan hukum

Bagaimanapun juga kejahatan utamanya merupakan pengertian hukum,
yaitu perbuatan manusia yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Tetapi
kejahatan bukan semata-mata menjadi batasan undang-undang, artinya

terdapat beberapa perbuatan yang dipandang “jahat” oleh masyarakat, namun

%95, salle, Sistem Hukum, Cet. I, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 76.
*0 http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BA B%20I L.pdf diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul
15.32 WIB.
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undang-undang tidak menyatakannya sebagai kejahatan, begitupun
sebaliknya.*!

Sebelum adanya penegakan hukum, terlebih dahulu dibentuk pembuatan
hukum. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi lembaga pembuatan
hukum di dunia yang dikenal sebagai Trias Politika hingga saat ini. Perlu
diketahui bahwa lembaga pembuatan hukum tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan menjadi bagian dari ketatanegaraan yang dibentuk sedemikian rupa
dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Tujuan dari pemisahan kekuasaan
ini adalah agar pembuatan hukum berjalan eksklusif, yaitu suatu proses
dipercayakannya pembuatan hukum tersebut kepada badan yang berdiri
sendiri sehingga tidak menimbulkan kebingungan atas kewenangan apa saja
yang dimiliki.*?

Prinsip penegakan hukum dalam dunia hukum menghendaki adanya
lembaga kehakiman dan badan-badan peradilan yang bebas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah agar tercipta keadilan dalam proses penyelenggaraan
penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945.4
Karena tidak menutup kemungkinan jika lembaga-lembaga tersebut
dipengaruhi kekuasaan pemerintah yang didominasi oleh kekuatan ekonomi
dan politik, maka masyarakat tidak lagi dapat memperoleh keamanan,
ketertiban, dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila atau
dengan kata lain kehidupan masyarakat akan menjadi caruk maruk.

Namun dalam dunia modern, penegakan hukum dilangsungkan oleh
lembaga eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi yang ada di bawah
kekuasaan lembaga eksekutif tersebut. Negara yang menerapkan sistem
semacam ini disebut sebagai welfare state, karena hukum semakin turut serta
secara intensif dalam pengembangan berbagai bidang, seperti ekonomi,
kesehatan, dan infrastruktur. Eksekutif beserta birokrasinya adalah bagian dari

mata rantai yang bertujuan untuk mencapai rencana yang tercantum dalam

“1|S Susanto, Kriminologi, Cet. I, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 25.
%2 Satjipto Rahardjo, lmu Hukum, Cet. VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 188-189.
3 Isrok dan Rizki Emil Birham, Citizen Lawsuit, Cet. I, (Malang; UB Press, 2010), 24.
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peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. ** Hal ini
membuktikan bahwa penegakan hukum juga harus berjalan dinamis
sebagaimana bidang yang lain.

Menurut Satjipto Rahardjo, hingga saat ini juga hukum diciptakan untuk
dijalankan dan dilaksanakan. Maka tidak mengherankan apabila seseorang
mengatakan bahwa bukan lagi hukum namanya jika ia tiada lagi dilaksanakan.
Namun hal semacam ini tidak dapat terelakkan mengingat kehidupan semakin
berkembang dengan cepat di mana manusia dituntut untuk meningkatkan
kualitasnya. Berbagai kejahatan dari banyak segi terus bermunculan karena
tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang cukup sehingga
masyarakat mengalami rasa jenuh untuk efektif dalam melaksanakan
penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan
hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure
of the law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal
culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi
hukum menyangkut perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum
merupakan hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat.*

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur dari sistem
hukum terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk
jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari
pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana penataan
badan legislatif, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,
prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Jadi struktur
hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk

menjalankan perangkat hukum yang ada.*®

** Satjipto, Ilmu Hukum, 191.
%5 http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2M IH02186.pdf diakses pada tanggal 30 April 2021 pukul

15.24 WIB.
8 Ipid.

21


http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf

Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum
Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan
hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).
4. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum

Berbagai faktor turut serta terhadap kurang efektifnya pelaksanaan
penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya faktor tersebut
dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari sisi para aparat
penegak hukum dan faktor yang berasal dari sisi peranan masyarakat.

Pertama, dari sisi aparat penegak hukum.*’ Faktor ini sangat bertalian erat
dengan moral aparat penegak hukum karena diikuti oleh kejujuran dan
keadilan mereka dalam mengemban tugas yang diberikan oleh negara untuk
menegakkan hukum dengan baik. Aparat penegak hukum telah
mempermainkan moralitas sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak
percaya atas kinerja mereka.*® Bahkan masyarakat “diikat” oleh negara untuk
wajib membayar pajak yang digunakan untuk membalas jasa sebagian besar
aparat penegak hukum karena telah membantu menjaga keamanan negara.

Hal ini menjadi sisi gelap dari penegakan hukum di dunia, khususnya di
Indonesia, mengingat angka kejahatan yang kian lama terus meningkat.
Bagaimana tidak? Sebagian masyarakat berpikir tidak ada gunanya terus
menerus menaati hukum sedangkan lembaga yang seharusnya menegakkan
hukum itu sendiri justru menjadikan hukum sebagai permainan (justice game).

Saldi Isra berpendapat penegakan hukum yang dilakukan oleh para
penegak hukum pada dasarnya merupakan suatu pengabdian yang mulia,
justru melenceng dan tidak lebih dari transaksi jual beli komoditas. Bahkan
fakta ini diperkuat dengan argumen Achmad Ali yang menyatakan bahwa
institusi  hukum yang seharusnya menjadi dasar dari pembebasan dan
pencerahan, justru menjadi sarang pembuat masalah bangsa. Akibatnya

kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan kacau.*®

i; Laurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 1.
Ibid., 2.
9 |srok dan Rizki Emil Birham, Citizen Lawsuit, Cet. I, (Malang; UB Press, 2010), 1-2.
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Di samping itu, banyak undang-undang yang belum mencakup
kepentingan masyarakat, bahkan seringkali merugikan publik karena hanya
menjadi tempat untuk mengumpulkan kepentingan sebagian kecil orang. Hal
ini juga menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
penegak hukum karena seringkali peraturan-peraturan yang ditujukan kepada
masyarakat hanyalah sekian banyak ide yang muncul dari kalangan pejabat
dan memiliki kekuasaan untuk memberlakukannya. Mereka yang membuat
aturan, mereka pula yang melanggar. Masyarakat justru menerima hukuman
yang seberat-beratnya sedangkan mereka menerima hukuman yang tidak lebih
dari hitungan tahun.

Seperti yang dikatakan oleh David S. Lev dan dikutip oleh Soerjono
Soekanto, sesuatu yang menjadi hukum adalah praktik sehari-hari yang
dilakukan oleh para pejabat hukum. Jika polisi, hakim, advokat, dan jaksa
berubah pada umumnya, ini berarti menandakan hukum juga sudah berubah
meskipun undang-undangnya tidak berubah sebagaimana sebelumnya.*° Maka
tidak diragukan lagi jika keempat organ tersebut adalah “cermin” dari
penegakan hukum negara.

Pada dasarnya perubahan hukum dimulai dari adanya kesenjangan, yang
dewasa ini hukum berbentuk tertulis dan bersifat kaku, sehingga keinginan
untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan menjadi semakin sulit. Oleh
karena itu apabila timbul kesenjangan antara hukum dengan sesuatu
perubahan dalam masyarakat, maka kesenjangan tersebut adalah hal yang
bersifat normal.>*

Kemudian faktor kedua yang berasal dari sisi peranan masyarakat. Di
samping kurangnya moralitas aparat penegak hukum, peranan masyarakat juga
dihitung sebagai hal utama yang minim dalam pelaksanaan penegakan
hukum. °? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu penyebab
angka kejahatan yang semakin meningkat adalah adanya rasa jenuh

masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena tidak dapat melaksanakan

59 | aurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 16-17.
51 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 201-202.
52 | aurensius, Penegakan Hukum, 3.
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kinerjanya dengan baik. Dari sanalah timbul opini masyarakat untuk
mengesampingkan sikap taat terhadap hukum. Maka dalam hal ini sangat
dibutuhkan apa yang disebut sebagai solidaritas antara pemerintah, aparat
penegak hukum, dan masyarakat agar penegakan hukum berjalan sesuai target
yang dicita-citakan. Dalam menegakkan hukum, ketiga pihak tersebut tidak
dapat berdiri sendiri-sendiri. Sosialisasi harus dipertajam agar terbentuk
keselarasan dan tidak tumpang tindih antara pihak yang satu dengan pihak
yang lain.

C. S. T. Kansil berpendapat dalam masyarakat akan tercipta suatu
ketertiban dan keamanan apabila setiap anggota masyarakat itu sendiri
menaati norma-norma hukum yang ada.®® Sehingga penegakan hukum yang
berjalan kurang efektif tidak dapat hanya didasarkan pada kinerja yang kurang
dari aparat penegak hukum, namun masyarakat juga turut serta di dalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat
mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara, yaitu:

a. Hukum dalam negara itu dibatasi oleh undang-undang saja

Pelaksanaan hukum di lapangan ada kalanya mengalami banyak
kesulitan. Konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat
abstrak, dan kepastian hukum yang merupakan suatu prosedur normatif,
memunculkan pertentangan di antara keduanya. Maka dibutuhkan apa yang
disebut sebagai proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku
nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Sehingga tidak ada
hukum yang hanya dibatasi oleh undang-undang saja, namun diperlukan
adanya praktik nyata dari setiap orang;

b. Penegak hukum

Penegak hukum vyaitu semua pihak yang membentuk dan
melaksanakan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, moralitas
para penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses

penyelenggaraan penegakan hukum. Apabila penegak hukum dapat

53 Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.
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menjaga nama baik moralitasnya, maka akan terbentuk suatu keadilan yang
dapat dirain oleh masyarakat;
c. Terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum mencakup
perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak
adalah pendidikan terhadap aparat penegak hukum yang harus memadai
untuk menghadapi perkembangan pesat di bidang hukum dan bidang-
bidang yang lain. Contohnya negara harus memberikan pendidikan yang
maksimal kepada kepolisian agar dapat melaksanakan tugasnya dalam
menegakkan hukum, baik berupa ilmu dalam melakukan prosedur
penyidikan dan penyelidikan hingga ilmu dalam menggunakan komputer
untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang semakin lama semakin marak
terjadi;>*

d. Masyarakat, di mana hukum dapat diberlakukan dan diterapkan

Penegak hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk
menciptakan kedamaian dalam masyarakat sendiri. Besarnya kepatuhan
masyarakat terhadap hukum, menunjukkan tingginya indikasi berfungsinya
hukum dalam masyarakat;

e. Kebudayaan, yakni suatu hasil karya, cipta, dan rasa yang lahir dalam
kehidupan pergaulan manusia.

Kebudayaan dapat menjadi suatu garis pokok tentang perikelakuan
yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa
yang dilarang untuk dilakukan. Kebudayaan juga menjadi titik awal
munculnya hukum yang mengakibatkan masyarakat terikat untuk
mematuhinya.

Faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di atas adalah
bersifat netral, artinya baik dampak positif maupun dampak negatif yang
muncul dari berjalannya proses penegakan hukum dipengaruhi oleh kelima

faktor yang saling berkaitan erat tersebut.>®

5 Laurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 44.
55 |h;
Ibid.
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B. Pasal 365 Ayat (3) KUHP

1.

Pengertian Pasal 365 ayat (3) KUHP

Hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan
kekerasan telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Keresahan yang timbul dalam masyarakat akibat dari perbuatan dengan
kekerasan yang melanggar hukum lebih tinggi dibandingkan dengan
keresahan karena pelanggaran yang lainnya, hal ini dibuktikan dengan adanya
aturan tentang kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP. KUHP pun
memberikan perlindungan secara preventif kepada jiwa dan raga manusia.

Pasal 365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan
kekerasan atau pemberatan (gecualificeerde diefstal) dan merupakan tindak
pidana pencurian yang diatur dalam KUHP Buku Il Bab XXII. P. A F.
Lamintang dan Jisman Samosir mengartikan pencurian dengan kekerasan atau
pemberatan sebagai perbuatan pencurian yang terdapat unsur-unsur dari
perbuatan pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP) dan karena
ditambah dengan unsur yang lain sehingga ancaman hukumannya diperberat.

Dalam bahasa hukum, pencurian dapat dikatakan sebagai:

a. Mengambil harta atau material orang lain;

b. Tindak pidana yang melawan hukum;

c. Menguasai harta orang lain secara sadis, legal, dan keji;

d. Tindakan yang meresahkan.

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang melanggar norma
hukum nasional dan norma agama. Agama sendiri melarang setiap orang
untuk melakukannya karena dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian
dalam masyarakat.

Seperti yang telah diketahui, Pasal 362 KUHP berisi, “barangsiapa
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

26



pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling
banyak enam puluh rupiah”.>®

Sedangkan Pasal 365 ayat (3) KUHP memiliki sanksi dengan hukuman
yang berat, yaitu apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan
matinya orang, maka dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Istilah kekerasan atau violence®’ merujuk kepada tingkah laku yang harus
bertentangan dengan undang-undang, dan perbuatan mengancam kerusakan
pada harta benda atau fisik termasuk mengakibatkan kematian kepada
seseorang. Tindakan ini seringkali menggunakan alat pendukung seperti
senjata api atau senjata tajam, sehingga kejahatan perampokan juga termasuk
dalam pasal ini.

Perbuatan pokok dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah pencurian, tetapi
terdapat pula unsur-unsur tambahan, yaitu didahului oleh kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau disertai oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan.

Terdapat perbedaan penerapan pasal di sini. Korban dari tindak pidana
Pasal 365 ayat (3) KUHP haruslah selain suami atau istri dari pelaku, karena
jika tidak demikian maka tuntutan pidana yang jatuh akan berbeda, yaitu akan
dikenai Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Begitu pula harta yang dapat
dikategorikan sebagai barang bukti dari adanya tindak pidana Pasal 365 ayat
(3) KUHP adalah barang milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak atas
barang tersebut.

2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP

Pengertian unsur tindak pidana memiliki dua macam pengertian. Misalnya

dalam tindak pidana pencurian, pengertian secara sempit yaitu unsur-unsur

yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Kemudian

56 Lohonselung Chendry Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menumt
Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan”,
file:///IC:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/20014-40574-1-SM.pdf diakses pada tanggal 23
November 2020 pukul 13.39 WIB.

" Lohonselung Chendry Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menumt
Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan”,
file://IC:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/20014-40574-1-SM.pdf diakses pada tanggal 23
November 2020 pukul 13.39 WIB.
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pengertian secara luas yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP
tentang pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan oleh
dua orang, pada waktu malam hari, dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, dan lain sebagainya.®®

Lamintang membagi unsur-unsur pidana menjadi sebagai berikut:

a. Unsur subjektif, yang terdiri dari:

1) Sengaja atau ketidaksengajaan;

2) Maksudnya pada sesuatu percobaan seperti yang tertera dalam
Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3) Macam-macam maksud, seperti dalam pencurian, penipuan,
pemalsuan, perampasan, dan lain-lain;

4) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya dalam Pasal 340
KUHP tentang pembunuhan;

5) Perasaan takut misalnya dalam Pasal 306 KUHP yang pada
dasarnya merupakan unsur kesengajaan.

b. Unsur objektif, terdiri dari:

1) Sifat melawan hukum;

2) Kualitas dari pelaku, misalnya dalam Pasal 415 KUHP tentang
kejahatan jabatan, yang mana keadaan pelaku sebagai pegawai
negeri sipil;

3) Kausalitas, yaitu adanya hubungan antara suatu tindak pidana
sebagai penyebab dari suatu kenyataan akibat.>®

Pasal 365 ayat (3) KUHP berisi, “jika perbuatan mengakibatkan mati,
maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pidana pada
pasal tersebut dapat dijatuhkan apabila unsur-unsur telah terpenuhi, vyaitu

sebagai berikut:*°

58 http://repository.unpas.ac.id/27554/3/1.% 20BAB%202.pdf diakses pada tanggal 23 November

2020 pukul 08.25 WIB.
%9 http://repository.uin-suska.ac.id/8172/4/ BAB%20l1l.pdf diakses pada tanggal 23 November

2020 pukul 08.41 WIB.
%0 Ibid.
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a. Unsur objektif, yaitu:

1) Upaya atau cara yang digunakan:

a)  Ancaman kekerasan;
b) Kekerasan;

2) Ditujukan kepada seseorang;

3) Waktu penggunaan ancaman kekerasan dan kekerasan tersebut itu
ialah sebelum, pada saat itu, dan setelah.

b. Unsur subjektif, vyaitu digunakannya ancaman kekerasan atau
kekerasan dengan maksud ditujukan untuk mempersiapkan dan
mempermudah pencurian agar muncul kemungkinan untuk melarikan
diri sendiri atau peserta lain agar dapat menguasai harta benda yang
dicuri dan tetap berada di tangan. Begitu pula dalam pasal ini
menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban.®*

Pada intinya, dapat diambil kesimpulan unsur-unsur Pasal 365 ayat (3)

KUHP ialah:

a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362), meliputi:

1) Mengambil, bermaksud untuk mengambil barang agar dapat
memilikinya. Pencuri mengambil barang tersebut untuk
memilikinya dan barang yang dicuri berpindah tempat dari tempat
semulanya;

2) Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
Barang tersebut harus berwujud, merupakan benda bergerak, dan
menjadi bagian dari harta benda seseorang. Jika barang tersebut
dalam keadaan res nullus (barang di mana pemilikya telah
melepaskan haknya) maka tidak ada unsur pencurian di dalamnya
jika ada yang mengambilnya untuk dikuasai;

b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1);

c.  Unsur timbulnya akibat: matinya orang.

81 http://repository.uin-suska.ac.id/8172/4/ BAB%20l1l.pdf diakses pada tanggal 23 November
2020 pukul 08.41 WIB.
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3. Sanksi-sanksi Pasal 365 ayat (3) KUHP

Sebagaimana yang jelas tertera dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP bahwa
pidana yang diancamkan paling lama lima belas tahun. Namun seseorang
dapat dijatuhi hukuman tersebut jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:2?

a. Tersangka telah berusia enam belas (16) tahun pada saat melakukan

tindak pidana seperti yang tertera dalam Pasal 45 KUHP

b. Pelaku atau salah satu pembantu pelaku bukanlah pasangan suami istri

dalam tindak pidana yang dimaksud, sehingga tidak dikenai tuntutan
pidana seperti dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP.

Letak diperberat pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang
terakhir ini, dari ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal
365 ayat 1 KUHP) menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun, yaitu
karena tergabung unsur timbul akibat matinya seseorang.

Jika perbuatan ini dibandingkan dengan salah satu perbuatan seperti yang
tertera dalam Pasal 339 KUHP, yaitu melakukan pembunuhan yang diikuti,
didahului, atau disertai yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan
maksud untuk menyiapkan dan memudahkan perbuatan itu, maka kedua pasal
tersebut memiliki dua fakta yang sama. Perbedaannya yaitu untuk menerapkan
Pasal 339 KUHP, kematian harus berasal dari kemauan si pelaku. Sedangkan
kematian untuk Pasal 365 ayat (3) KUHP bukan kemauan dari si pelaku. Maka
dari itu ketentuan ancaman pidananya berbeda.®
4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pasal 365 ayat (3) KUHP

Pada dasarnya, pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan berbagai cara
dan upaya. Keadaan seperti ini disebut sebagai modus operandi. Dengan
perkembangan zaman yang begitu pesat, modus operandi juga tidak kalah
perkembangannya. Mulyana W. Kusumah menggolongkan empat faktor

terjadinya kejahatan, yaitu:

%2 Ipid.

Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”,

http://repository.uinjambi.ac.id/70/1/Sanksi%20Pidana%20Perampo kan%20....pdf diakses pada

tanggal 23 November 2020 pukul 07.23 WIB.
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a. Faktor dasar atau faktor sosio-kultural yang umumnya mencakup
aspek budaya serta aspek pergaulan hidup dalam masyarakat;

b. Faktor interaksi sosial, mencakup segala aspek dinamik dan prosesual
dalam masyarakat, yang memiliki cara berfikir, bersikap, dan
bertindak invidu dalam hubungan dengan kejahatan;

c. Faktor pencetus, yang mencakup aspek individu serta situasional yang
berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan;

d. Faktor reaksi sosial yang mencakup keseluruhan respon dalam bentuk
sikap, tindakan, dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga
oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana.®*

Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana

dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, di antaranya:

a. Faktor ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan
ekonomi dihitung sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhidalam
keadaan apapun, karena hal ini berkaitan langsung dengan tiga
kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Lapangan pekerjaan yang semakin sedikit dan tidak ada penghasilan
tetap membuat masyarakat kebingungan harus memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan cara apa. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya
yang menyebakan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja
demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih apabila faktor pendorong
tersebut disertai dengan rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain
sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah
janda), atau istri, atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan
sakit keras. Namun, kadangkala tuntutan pengeluaran yang tinggi itu
tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk
memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang pula menghalalkan

segala cara untuk mendapatkan yang ia butuhkan;®®

%4 http://repository.unissula.ac.id/7341/4/ BAB%20l.pdf diakses pada tanggal 23 November 2020
pukul 13.29 WIB.
** Ibid.
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b. Faktor pendidikan rendah. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan
jiwa, tingkah laku, dan terutama intelegensia seseorang. Dengan
tingkat pendidikan yang rendah, tidak dibekali keterampilan dan
keahlian, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang rendah di
mata masyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah
atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah
tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal
tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan
pencurian;

c. Faktor lingkungan yang buruk. Baik buruknya tingkah laku seseorang
sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang tersebut berada.
Pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat
berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.
Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan
lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan
tetangga merupakan salah satu sebab terjadinya pencurian dengan
kekerasan;

d. Faktor lemahnya penegakan hukum. Kedudukan hukum sebagai
supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah
suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung
hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan
hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dan
ditaati dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan
bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, muncul
beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja
ditegakkan.®®

¢ Dwi Setiyani, “Tinjauan Kriminologis Pencurian dengan Kekerasan yang Menggunakan Senjata
Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016”,
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCo llection/NjM 0Z Dg40OW M OMjh iOW
RIMzFhMmIIN2ZkODNjODI2Z jFiZjEzZ DM1IMw==.pdf (18 Januari 2018).
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C. Hukum Positif

1. Pengertian hukum positif
Hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum baik berbentuk
tertulis maupun tidak tertulis dan berlaku pada saat ini yang ditegakkan oleh
pemerintah atau badan pengadilan di negara Indonesia. Secara keilmuan
rechtwefenschap, pengertian hukum positif diperluas dan terdapat penekanan
“perlaku pada saat ini”.®" Hal ini dikarenakan definisi keilmuan terhadap
hukum positif dan adanya unsur “berlaku pada waktu dan tempat tertentu”.
Hukum positif di Indonesia merupakan campuran dari hukum adat, hukum
agama, dan hukum Eropa. Sebagian besar sistem yang dianut berdasarkan
hukum Eropa Kontinental, baik perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan
karena sejarah penjajahan Belanda di Indonesia sehingga hukum yang dianut
mengadopsi hukum Belanda. Hukum agama yang disebabkan karena
masyarakat Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam sehingga
dominasi syari’at 1slam lebih banyak terutama dalam bidang kekeluargaan,
seperti perkawinan dan waris. Kemudian berlaku juga hukum adat yang
merupakan warisan budaya dan diserap dalam aturan perundang-undangan di
wilayah Nusantara.®®
Sumber hukum positif di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian
di bawah ini, yaitu:
a. Sumber hukum formil, yang terdiri dari:
1) Undang-undang, adalah suatu peraturan yang memiliki kekuatan
hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasan negara.
Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
pemerintah daerah, dan sebagainya;
2) Adat dan kebiasaan, adalah kaidah-kaidah tertulis yang bersifat
sebagai warisan leluhur dan menjadi pedoman perilaku dalam

berbangsa dan bernegara. Namun penggunaan adat dan kebiasaan

87 LLaurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 33.
%8 | aurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 35.
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ini kKian luntur karena masyarakat lebih senang menggunakan
undang-undang sebagai sumber hukum yang efektif;

3) Traktat, yaitu sebuah perjanjian yang diadakan oleh dua negara
atau lebih yang membuat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut
harus menaati Serta menepati perjanjian yang mereka buat;®°

4) Yurisprudensi, adalah keputusan hakim yang dijadikan sebagai
pedoman hakim lain untuk menuntaskan kasus-kasus yang sama
yang terjadi di waktu yang akan datang;

5) Doktrina, yaitu pendapat ahli hukum terkenal yang digunakan
sebagai pedoman dalam menuntaskan dinamika hukum yang
terjadi.”®

Salah satu hukum positif tersebut adalah hukum pidana. Secara sederhana,
pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan kepada
seseorang atau beberapa orang yang lain oleh negara dikarenakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana. Sebab itu setiap perbuatan
yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum pidana harus disertai dengan
sanksi yang tegas. Namun menurut Muljatno, hukum pidana adalah suatu
bagian dari keseluruhan hukum dan berlaku dalam suatu negara yang memiliki
dasar-dasar dan mengatur tentang ketentuan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan, disertai dengan ancaman bagi siapapun yang melanggarnya.

Hukum pidana terdiri dari dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menyangkut semua perbuatan
yang dilarang untuk dilakukan dan disertai ancaman pidana bagi yang
melanggarnya. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP. Kemudian
hukum pidana formil menyangkut hal apa saja kepada mereka yang melanggar
larangan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dengan cara yang bagaimana
pengenaan sanksi pidana itu dilakukan. Dan hukum pidana formil terdapat
dalam KUHAP.

69 |h;
Ibid.
" Laurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 33.
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Berdasarkan KUHP, jenis pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-
perbuatan yang dilarang tersebut memiliki banyak jenis. Pidana-pidana
tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok dibagi menjadi tiga, yaitu pidana penjara,
pidana denda, dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan, yaitu
perampasan barang-barang tertentu, perampasan hak-hak tertentu, dan
pengumuman putusan hakim.”*
2.Penegakan hukum terhadap pelaku Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif

hukum  positif

Tindak pidana Pasal 365 ayat (3) KUHP merupakan tindak pidana
pencurian di mana pelaku menggunakan kekerasan dan mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan di
negara Indonesia dimulai dari adanya penangkapan pelaku kejahatan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan.

Penangkapan hingga pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan
oleh badan kepolisian negara, namun penulis akan membahas proses tersebut
dimulai dari penyidikan. Secara umum penyidik adalah kepolisian, jaksa, dan
pegawai negeri sipil yang menurut KUHP memiliki wewenang untuk
menjalankan tugasnya. Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua
kekuasaan, yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang
hukum. Dalam bidang hukum, khususnya menegakkan hukum, tugas dan
wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ’? yang berisi, “tugas dan
wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu (1) memelihara
keamanan dan Kketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)
memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat”.”

" http://repository.ut.ac.id/4058/ I/HKUM 4203-M 1.pdf diakses pada tanggal 23 November 2020

pukul 15.16 WIB.

"2 | aurensius Arliman, Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2015), 17.

3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
https://jdih.ke menkeu.go.id/fullte xt/2002/2TAHUN2002UU.htm  diakses pada tanggal 19

November 2020 pukul 14.55 WIB.
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Penyidikan dimulai dengan penerimaan laporan bahwa telah terjadi tindak
pidana,’* dalam hal ini pelanggaran terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP, dan
dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang. Maka dengan adanya Surat Perintah tersebut,
petugas penyidik yang ditunjuk oleh pejabat dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagaimana aturan yang ditetapkan agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan petugas terhadap tersangka. Aturan yang ditetapkan
tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Sebelum memulai proses penyidikan, petugas harus melaporkannya kepada
penuntut umum. Setelah disetujui, petugas dapat melakukan penyidikan yang
diperlukan terhadap tersangka Pasal 365 ayat (3) KUHP, seperti
penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan/atau penggeledahan
pakaian. Selain itu jika memang keadaan yang mengharuskan, petugas
penyidik dapat dibantu dengan alat negara lainnya.”®

Secara singkat, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan laporan pengaduan dari pelapor;

b. Mencatat register laporan polisi yang terkait;

c. Dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi;

o

Penyerahan berkas awal pemeriksaan kepada Administrasi Operasi;

e. Pengajuan berkas perkara dan lembar disposisi (perintah verbal
tertulis) kepada Kepala Satuan Resort Kriminal;

f.  Pemberian disposisi kepada unit Resort Kriminal untuk menangani
perkara terkait;

g. Menyelidiki laporan pengaduan masyarakat dengan prosedur

berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku;

" Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.
> Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.
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h.  Melakukan gelar perkara untuk merencanakan langkah-langkah dalam
penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hukum pidana juga dikenal asas praduga tak bersalah, sehingga saat

penyidikan tersangka memiliki hak, yaitu:

a. Tidak boleh menerima penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya
pada saat pemeriksaan;

b. Jika tersangka menggunakan jasa penasihat hukum, maka pemeriksaan
harus ditunda terlebih dahulu hingga tersangka mendapatkan penasihat
hukumnya;

c. Petugas penyidik harus memenuhi hak-hak kemanusiaan tersangka.
Apabila tersangka dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan
bukti-bukti yang relevan (minimal dua barang/alat bukti), maka
tersangka dapat mengajukan pra peradilan dan petugas penyidik wajib
memberi ganti rugi sesuai aturan yang ada.’®

Dalam konteks peradilan, kepolisian memiliki kewenangan khusus dalam

penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal sebagai
berikut:

a. Pasal 5sampai 7 KUHAP:

1) Pasal 5:

Ayat (1): penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b) Mencari keterangan dan barang buki;

c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab;

Atas perintah, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

5 Asha Feby Nur Permatasari dkk., “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus di Polres Banyumas)”, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18
diakses padatanggal 10 September 2020 pukul 09.30 WIB.
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a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
dan penyitaan;

b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Ayat (2): penyelidik membuat dan menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
huruf a dan huruf b kepada penyidik.

2) Pasal 6:
Ayat (1): penyidik adalah:
a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang;

Avyat (2): syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah.”’

3) Pasal 7:

Ayat (1): penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f)  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

" M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Penjelasan
Resmi dan Komentar, (Bogor: Politeia, 1988), 13-15.
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g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
J)  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab;"®
Avyat (2): sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
Avyat (3): dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi

hukum yang berlaku.”

b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisinan masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

78 Ibid.

" M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Penjelasan
Resmi dan Komentar, (Bogor: Politeia, 1988), 17.
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9) Mencari keterangan dan barang bukti;

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan
masyarakat;

13)Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.®°

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;

2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3) Memberikan surat izin mengendarai kendaraan bermotor;

4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;

7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis
kepolisian;

8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi
terkait;

10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional; dan

80 Ibid.
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11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup
tugas kepolisian.*

Alat bukti yang sah sebagai pendukung dalam proses penyidikan yaitu
keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa. Sehingga jika petugas penyidik kepolisian telah selesai melakukan
penyidikan, maka hasil laporan penyidikan tersebut harus diserahkan kepada
kejaksaan. Apabila kejaksaan menyimpulkan bahwa laporan penyidikan
tersebut belum lengkap, harus dikembalikan kepada kepolisian agar dapat
melengkapinya beserta dengan petunjuk kelengkapan. Kemudian jika laporan
tersebut telah lengkap, maka kejaksaan segera membuat dakwaan dan
menyampaikannya kepada pengadilan.

Tingkatan mengadili merupakan pusat dari sistem peradilan pidana, karena
pada tahap ini akan diputuskan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan
bersalah dan dijatuhi hukuman padanya, ataukah dinyatakan tidak bersalah
dan terbebas dari semua tuduhan. Sebelum itu hakim majelis yang berjumlah
tiga orang akan melakukan pemeriksaan kepada tersangka, kecuali bagi
tersangka yang mengajukan pra peradilan hanya akan diperiksa oleh hakim
tunggal. Proses penjatuhan pidana juga tidak lepas dari proses hukum yang
telah dilakukan sebelumnya, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, hingga pemeriksaan di muka sidang.®?

Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas
mempertimbangkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat
tindak pidana secara seimbang sebagai dasar penjatuhan pidana tersebut. Pada
satu sisi, tindak pidana menegaskan kehendak masyarakat yang harus
dilindungi oleh norma hukum. Namun di sisi lain, kewajiban hukum yang
didasarkan pada keadaan dan kondisi tertentu pembuat tindak pidana

ditekankan oleh kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana itu

81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
https://jdih.ke menkeu.go.id/fullte xt/2002/2TAHUN2002UU.htm  diakses pada tanggal 19

November 2020 pukul 14.55 WIB.
82 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Penjatuhan Pidana,
(Jakarta: Kencana, 2016), 2.
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sendiri. Pertimbangan terhadap dua hal tersebut ditujukan untuk menempatkan
“penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan individu

berdasarkan daad en dader strafrecht.®®
D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana Islam

Pendapat Mardani menyimpulkan, terdapat tiga istilah untuk
mendefinisikan hukum pidana Islam, yaitu sebagai berikut:3*

a. Jarimah

Jarimah adalah sebutan untuk tindak pidana dalam bahasa Arab.
Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan yang artinya
“memotong” atau “berbuat” secara etimologis. 3° Selain itu, secara
terminologis jarimah juga berarti larangan-larangan oleh syara’ yang
hukumannya ditentukan oleh Allah SWT. (hadd) dan ditentukan oleh
penguasa negara (tza’zir). %® Pada kesimpulannya orang yang justru
mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan
perbuatan yang diperintah, maka ia akan dikenai hukuman sesuai dengan
apa yang ia perbuat dan apa yang ia tinggalkan pula.

Berdasarkan pengertian di atas, hadd memiliki dua makna, yaitu
makna umum dan makna khusus. Hadd dalam makna umum terdiri dari
semua hukuman yang ditentukan oleh syara’, baik itu berupa hak Allah
maupun hak individu. Begitu pula hukuman gishas dan diyat juga
termasuk di dalamnya. Sedangkan hadd dalam makna khusus terdiri dari
semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak
Allah semata, seperti hukuman dera (cambuk) sebanyak seratus kali
untuk pidana zina, hukuman dera sebanyak delapan puluh kali untuk

pidana gadzhaf, dan hukuman potong tangan untuk pidana pencurian.

% Ibid.

8 Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. |, (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

8 Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. I, (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

8 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Figh Jinayah, (Surabaya: Pustaka
Idea, 2015), 2.
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Dalam hal hadd makna khusus, gishas dan diyat tidak termasuk di
dalamnya karena dua hal tersebut merupakan hak individu. Sedangkan
ta’zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan untuk
menetapkan pelaksanaan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri
(penguasa) Sesuai bidang dan wewenangnya.®’

b. Jinayah

Jinayah berarti kejahatan atau kriminal. Jinayah juga seringkali
disebut sebagai hukum pidana Islam (figh jinayah). Figh diambil dari
kata fagaha, yafgahu, fighan yang berarti mengerti, paham. Sedangkan
jinayah adalah sebutan bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dari
apa yang ia usahakan.

Ibn Nujaym menjelaskan jinayah yang selanjutnya dikutip oleh
Awdah, yaitu sebagai perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian
anggota tubuh yang lain seperti memukul, membunuh, atau melukai.
Jumhur Ulama masih belum menemukan kesepakatan mengenai konsep
ini. Ada yang berpendapat pembunuhan dan pelukaan berada dalam
konteks jinayah, ada pula yang berpendapat pembunuhan dan pelukaan
berada dalam konteks jarimah. Terdapat ulama yang membatasi istilah
jinayah sebagai semua perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd
dan gishas, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
hukuman ta zir.

Hanafiyah berpendapat untuk memisahkan pengertian jinayah, yaitu
kata jinayah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan
oleh manusia dengan objeknya berupa anggota badan dan jiwa, seperti
melukai dan membunuh. Sedangkan perbuatan dosa yang sasarannya
adalah harta benda atau barang dinamakan sebagai ghasab. Oleh karena
itu pembahasan tentang pencurian dipisahkan dari jinayah yang hanya
membahas tentang perbuatan dosa terhadap jiwa atau anggota badan.
Namun tidak seperti Syafi’iyah, Hanabilah, dan Malikiyah yang tidak

memberi batasan pada pembahasan jinayah dalam hal kejahatan terhadap

8 Ibid., 2-3.
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jiwa dan anggota badan maupun kejahatan terhadap harta benda. Kedua
pembahasan tersebut tetap dimasukkan dalam ruang lingkup jinayah.®®
C. Ma’shiyat

Dalam hukum pidana Islam, ma shiyat berarti melakukan perbuatan-
perbuatan yang diharamkan oleh hukum, sehingga hanya termasuk dalam
ruang lingkup unsur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh
hukum. Hukum pidana Islam dalam pengertian ma’shiyat juga berarti
bahwa hukum tersebut didasarkan pada aturan-aturan Islam. ®° Akan
tetapi istilah ini jarang digunakan sebagai istilah hukum pidana Islam.

Seperti hukum positif, hukum pidana Islam juga memiliki sumber hukum

tersendiri, yaitu al-Qur’an, hadits nabi, jma’ (kesepakatan para ulama), dan

giyas. Keempat sumber hukum terhierarki sehingga jika suatu hukum yang

tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur’an, maka dapat dicari atau diambil

dalam hadits. Begitupun seterusnya.

Hukum pidana Islam juga memberlakukan aturan bahwa suatu perbuatan

dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur telah

terpenuhi, penjelasannya adalah sebagai berikut:*°

a. Unsur umum, yang berlaku untuk semua tindak pidana. Unsur
umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Unsur formal, yaitu adanya undang-undang (nass). Maksud dari
unsur formal ini adalah semua tindak pidana harus ditentukan
oleh undang-undang dengan melarang mengerjakannya dan
apabila dilanggar akan dikenai hukuman;

2) Unsur material, yaitu sifat melawan hukum. Maksud dari unsur
material ini adalah terdapat tingkah laku seseorang yang
membentuk suatu tindak pidana, baik itu berupa sikap berbuat
maupun sikap tidak berbuat;

3) Unsur moral, yaitu pelakunya mukallaf. Maksud dari unsur

moral ini adalah pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban

8 Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. I, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

8 Ibid., 3

% sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-13.
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atas tindak pidana yang ia lakukan, sedangkan untuk orang gila
atau anak di bawah umur tidak dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana.
Unsur khusus, ialah spesifikasi dari setiap tindak pidana dan tidak
akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. °* Contohnya
mengambil harta orang lain yang ia tidak ikut memiliki harta
tersebut adalah unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian,
sedangkan menghilangkan nyawa orang lain hanya terdapat dalam

unsur tindak pidana pembunuhan saja.

Kemudian jarimah diidentifikasi menjadi tiga kategori pokok

pelanggaran, yaitu:°2

a.

Hudud. Hudud adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus
dapat diberikan secara keras tanpa memberikan peluang atau
kesempatan untuk dipertimbangkan, baik oleh lembaga, badan,
maupun seseorang. Atau dengan kata lain, hudud adalah jarimah
yang ditetapkan dengan sanksi hadd, yaitu hukuman yang ditetapkan
sebagai hak istimewa milik Allah, kecuali jarimah yang bersifat
gadzhaf. Apabila pelaku tindak pidana terbukti bersalah secara
hukum, maka hakim tidak berhak untuk menambah atau mengurangi
hukuman yang telah menjadi ketetapan syara’;

Qishas dan diyat. Qishas adalah hukuman yang diberikan kepada
orang yang melakukan jarimah pembunuhan dan melukai anggota
badan dengan balasan setimpal. Jika membunuh, maka ia juga harus
dibunuh. Jika pihak korban atau wali (korban pembunuhan)
memaafkan, maka pelaku harus membayar diyat (kompensasi uang
atau nilai) kepada korban atau wali sejumlah yang ditentukan.
Hakim tidak boleh ikut campur dalam ketentuan yang ditetapkan

oleh korban atau walinya;

1 Ibid.

%2 5ahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-13.
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c. Ta’zr. Ta’zir adalah pelanggaran yang hukumannya merujuk pada
kekuasaan kebijaksanaan penguasa, hakim, dan wakilnya untuk
mendisiplinkan pelaku jarimah. T« zir ditetapkan dengan satu sanksi
atau lebih sebagai pengajaran atau hukuman moral. Hakim memiliki
wewenang yang luas sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang
paling ringan hingga yang paling berat.®®
Seperti yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana Islam, larangan

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup hanya dengan

“niat baik”, tetapi disertai dengan konsekuensi yang berupa hukuman.

Hukuman itu diberikan kepada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dan

pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai pelajaran kepada masyarakat agar

tidak melakukan kejahatan serupa.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif

hukum pidana Islam

Melihat dari unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yang telah
dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut
termasuk dalam jarimah hirabah menurut hukum pidana Islam, sebagaimana

yang difrmankan Allah SWT.:
sl g 50a 51 150 3 G o) 8 s At 5 d 0383 GlN3ios A
ke i 3AT 2415 WA 3 g0s gl A (s G 1351 YA (e aglas
Artinya: “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang Yyang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang
demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat

mereka beroleh siksaan yang besa » 94
Hirabah atau gat’'u al-thariq terambil dari kata al-harb yang berarti

perang. Pengertian dasarnya adalah melampaui batas dan merampas harta

benda milik seseorang. Hirabah sendiri adalah aksi penghadangan yang

% Ibid., 13-15.
% Al-Quran Surah Al-Ma’idah: 33.
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dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang
dengan membunuh atau membuat takut korban dan menggunakan kekuatan
baik berupa senjata tajam atau benda apapun yang tujuannya untuk menakut-
nakuti dan korban tersebut jauh dari pertolongan. Sedangkan gat 'u al-thariq
berarti para pemotong jalan, dikarenakan membuat terpotongnya jalan oleh
perasaan takut korban kepada mereka (pelaku).

Namun hirabah memiliki perbedaan dengan sarigah (pencurian), yaitu
sarigah dilakukan dalam keadaan yang diam-diam, sedangkan hirabah
dilakukan dalam keadaan yang terang-terangan.®® Para ulama mengeluarkan
pendapatnya mengenai jarimah hirabah, di antaranya yaitu:

a. Imam Hanafi: seseorang melakukan perbuatan mengambil harta
milik orang-orang yang melintas di jalan dengan syarat memiliki
kekuatan dan dilakukan secara terang-terangan;

b. Imam Maliki: mengambil harta orang lain dengan cara melakukan
penipuan dengan menggunakan kekuatan maupun tidak
menggunakan kekuatan;

Cc. Imam Syafi’i: mengambil harta dengan membunuh atau membuat
takut korban di jalan dengan menggunakan senjata dan korban
tersebut jauh dari pertolongan;

d. Hanabilah: pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan mengambil
harta orang lain yang sedang berada di padang pasir dan
menggunakan senjata;®

Kesimpulannya, jarimah hirabah adalah suatu tindakan yang dilakukan
oleh seseorang di mana ia mengambil harta orang lain di jalan yang bukan
miliknya secara terang-terangan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan, sedangkan korban tersebut jauh dari pertolongan dan perbuatan

tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan keonaran di bumi.

% AndiNurul Fauzah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
di Polrestabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).
% AndiNurul Fauzah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
di Polrestabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).
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Mengacu pada surah Al-Ma’idah ayat 33 di atas, jumhur ulama membagi
jarimah hirabah ke dalam empat kategori, yaitu hirabah dengan pembunuhan
dan perampasan harta, hirabah dengan pembunuhan tanpa perampasan harta,
hirabah dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, dan hirabah dengan
penghadangan dan membuat kekacauan atau membuat takut korban di jalan
tanpa pembunuhan dan perampasan harta.®’

Berdasarkan empat kategori tersebut, Pasal 365 ayat (3) KUHP termasuk
dalam jarimah hirabah dengan pembunuhan dan perampasan harta, karena
pelaku mengambil harta korban di jalan yang jauh dari pertolongan orang
lain, melakukan kekerasan, kemudian membunuh korban.

Unsur-unsur utama jarimah hirabah adalah dilakukan di jalanan umum
atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta
adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Jumhur ulama juga
menambahkan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman hadd baginya bila
terdapat unsur-unsur di bawah ini, yaitu:

a. Menggunakan senjata. Sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam
Syafi’i, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa perbuatan seperti
mengancam, berkelahi, dan pemaksaan adalah termasuk dalam
kategori jarimah hirabah. Namun tidak terdapat kesepakatan para
ulama untuk masalah penggunaan senjata, sehingga berdasarkan
pendapat sebagian ulama di atas, penggunaan senjata lebih layak
untuk dimasukkan ke dalam unsur tersebut. Imam Abu Hanifah
mensyaratkan tidak ada hukuman hadd yang jatuh bila pelaku
menggunakan senjata berupa batu atau kayu;*®

b. Memotong jalan. Jarimah hirabah jelas ditandai dengan adanya
penghadangan di jalan atau menghalangi korban untuk melewati
jalan tersebut dengan kendaraannya.

Kemudian seseorang dapat dikatakan sebagai korban jarimah hirabah

apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

97 1h;

Ibid.
% http://digilib.uinsby.ac.id/3849/5/Bab%202.pdf diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul
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Korban jarimah hirabah dapat berasal dari orang Muslim atau kafir
dzhimmi. Apabila korban tersebut berasal dari kafir harbi
musta’'man, pelaku tidak dikenai hukuman hadd, karena terdapat
unsur syubhat kemubahan dan kehormatan serta keterlindungan
harta benda kafir iarbi musta’man bersifat tidak mutlak;
Kepemilikan korban jarimah hirabah terhadap harta yang dirampas
oleh pelaku adalah kepemilikan yang sah. Apabila tidak terdapat
kepemilikan yang seperti itu, maka pelaku tidak dapat dijatuhi
hukuman hadd;*

Harta yang dirampas juga turut serta dalam jatuh tidaknya hukuman

hadd kepada pelaku jarimah hirabah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi

menurut Imam Hanafi, yaitu:

a.

Harta tersebut harus mencapai nishab yang nilainya setara dengan
sepuluh dirham atau satu dinar;

Harta yang dirampas harus memiliki nilai (mutagawwim),
dilindungi, dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk

mengambilnya.

Imam Syafi’i menambahkan syarat tempat yang dapat dikatakan sebagai

tempat terjadinya jarimah hirabah, yaitu di luar maupun di dalam Kkota.

Menurut beliau hirabah tidak hanya dapat terjadi di jalanan luar Kota,

sehingga jika terjadi di dalam kota juga dapat dikatakan sebagai jarimah

hirabah dan pelaku dapat dikenai hadd. Dalam hal ini, Imam Syafi’i lebih

mempersyaratkan adanya kekuatan (shaukah) dari si pelaku.

Sebelum dilakukan eksekusi (penjatuhan hukuman) terhadap pelaku,

maka sangat diperlukan adanya bukti-bukti yang menguatkan, karena jika

bukti-bukti tidak tercukupi maka pelaku harus dinyatakan tidak bersalah

seperti halnya pada hukum positif. Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan

saksi (pihak yang secara langsung menyaksikan adanya jarimah tersebut)

% Ibid.
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berjumlah dua orang laki-laki dan dapat berupa pengakuan dari pihak pelaku
sendiri.*%°

Dikarenakan bentuk kejahatannya adalah hirabah dengan pembunuhan
dan perampasan harta, maka hukuman yang dijatuhkan adalah disalib. Tata
cara eksekusi tersebut menurut para ahli berbeda-beda. Menurut Imam Syafi’i
yaitu dilakukan hukuman bunuh terlebih dahulu kepada pelaku kemudian
disalib. %! Sangat dilarang jika dilakukan penyaliban hingga pelaku mati
karena itu adalah suatu bentuk dari penyiksaan. Sedangkan menurut Imam
Hanafi yaitu hukuman potong tangan terlebih dahulu selanjutnya dibunuh,
atau terpidana disalib dengan kedua tangannya dibentangkan ke kanan dan ke
kiri dengan diikat pada tiang salib, kemudian dibunuh. Imam Syafi’i dan
Imam Hanafi sepakat bahwa batas waktu penyaliban adalah selama tiga hari
karena jasad terpidana akan membusuk.

Pada saat melaksanakan hukuman tersebut, pelaku harus disaksikan oleh
masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat
agar muncul perasaan takut dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan
kajahatan serupa, serta sebagai upaya pencegahan (preventif).

Hukuman ini bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh penguasa negara,
melainkan oleh Allah SWT. sendiri. Maka dari itu hukuman tersebut adalah
sebaik-baiknya dari jarimah hirabah, sebagaimana yang telah ditegaskan
dalam Kitab Suci-Nya:

03583 38 L&A A G Gl (a5 B (300 Alalal &ad)

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang
yakin?"102

Kelebihan dari adanya hukuman berat yang dijatuhkan kepada terpidana
jarimah hirabah adalah saat di akhirat ia tidak lagi dijatuhi hukuman. Namun

menurut Imam Syafi’i terpidana dapat dikenai hukuman hadd dan denda

190 AndiNurul Fauziah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
?OilPOlreStabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).

Ibid.
102 Al-Qur'an surah Al-Maidah: 50.
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sekaligus karena harta yang ia curi saat masih hidup masih tetap menjadi
tanggungan yang harus dikembalikan jika harta tersebut masih ada. Denda
tersebut juga berlaku apabila barang yang dicuri telah rusak.
Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hirabah dapat hapus dengan
beberapa alasan, yaitu:
a. Dua orang saksi laki-laki telah berbohong (dusta) atas kesaksiannya;
b. Pelaku menarik kembali pengakuannya telah melakukan jarimah
hirabah;
c. Pelaku mengembalikan harta yang ia curi kepada korban sebelum
dilakukan persidangan;
d. Pelaku memiliki harta yang ia curi tersebut secara sah itu miliknya

sebelum ia diajukan ke pengadilan.®®

193 Andi Nurul Fauziah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
di Polrestabes Makassar)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14575/ (8 Agustus 2019).
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BAB Il
DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM KASUS PASAL 365 AYAT (3) KUHP

DI POLRESTA SIDOARJO

A. Profil Polresta Sidoarjo

Polresta Sidoarjo merupakan kantor polisi yang berada di bawah

wewenang Polda Jatim (Jawa Timur), 2

yang berlokasi di Jalan Raya
Cemengkalang Nomor 12, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,

Provinsi Jawa Timur.

Polresta Sidoarjo memiliki visi terwujudnya Polresta Sidoarjo yang
profesional, modern, terpercaya dengan semangat proaktif, amanah, tegas,
unggul, dan dinamis. Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan pemberdayaan kualitaas sumber daya manusia Polresta
Sidoarjo yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika sendi-

sendi Hak Asasi Manusia;

2. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini,

cegah dini secara cepat, akurat, dan efektif;

3. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum melalui strategi Palmas
serta  membangun sinergi polisional yang proaktif dengan

lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;

4. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel,
berkeadilan, dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;

104 «polda Jatim™, https://jatimpolri.go.id diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 08.59
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5. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

lintas;

6. Mewujudkan pemanfaaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian
secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo,

guna lebih mengoptimalkan kinerja Polresta Sidoarjo.!®

Pada mulanya Polresta Sidoarjo berlokasi di Jalan Kartini, Kecamatan
Sidoarjo, namun saat ini kantor tersebut hanya digunakan untuk tes dan

pembuatan Surat Izin Mengemudi.

Polresta Sidoarjo membawahi beberapa satuan, di antaranya satuan
reskrim, satuan narkoba, satuan intelkam, satuan binmas, satuan sabhara,
satuan lantas, satuan tahti, siwas, sipropam, sitipol, sikeu, sium, spkt, bag ops,
bag ren, dan bag sumda. Kemudian juga membawahi beberapa Polsek, di
antaranya Polsekta Sidoarjo, Polsek Prambon, Polsek Krembung, Polsek
Gedangan, Polsek Krian, Polsek Buduran, Polsek Taman, Polsek
Tanggulangin, Polsek Waru, Polsek Sedati, Polsek Candi, Polsek Jabon,
Polsek Tarik, Polsek Tulangan, Polsek Wonoayo, Polsek Sukodono, Polsek

Balongbendo, dan Polsek Porong.'%®
B. Deskripsi Kasus Pasal 365 Ayat (3) KUHP di Polresta Sidoarjo

Berdasarkan keterangan penyidik unit Pidana Umum Sat Reskrim Polresta
Sidoarjo, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul
01.30 WIB terjadi perbuatan pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan di
jalan tuang Desa Pejarakan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka yang bernama Tulam dan Ahmad
Fauzi alias Unyil yang ditujukan kepada korban bernama Didik Murtadho
(meninggal dunia) dan Istining.

105 «polresta Sidoarjo”, https://polresta-sidoarjo.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul
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Pada hari itu korban Didik Murtadho dan Istining yang berprofesi sebagai
pedagang ayam potong berangkat ke pasar untuk berjualan dengan berboncengan
dari rumah. Kedua tersangka telah mengikuti mereka sejak berangkat dari rumah
yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat putih nopol N
2669 UG. Kemudian di tengah jalan korban dipepet dan disenggol setirnya oleh
tersangka hingga terjatuh.

Tersangka Tulam bermaksud mengambil tas kain berwarna biru muda yang
dibawa oleh korban Istining. Namun tindakan tersebut mendapat perlawanan dari
korban Didik Murtadho dengan cara memukul tersangka Tulam menggunakan
helm sebanyak dua kali. Karena tersangka Tulam mendapat perlawanan dari
korban, maka ia mengeluarkan celurit dan kemudian membacok korban Didik
Murtadho dari arah depan yang mengenai pundak dan punggung korban, sehinga
korban roboh. Sedangkan korban Istining tidak dapat menolong korban Didik
Murtadho karena mengalami luka di kepala akibat jatuh dari sepeda motor.

Kemudian tersangka Tulam mengambil tas milik korban Istining yang berisi
uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah),
satu unit HP merk LG, dan satu unit HP merk Leagoo.

Selanjutnya penyidik yang bersangkutan meminta keterangan saksi atas
peristiva di atas, di antaranya sebagai berikut:*°’

1. Saksi pertama bernama Eka Maria Ulfa selaku anak kandung dari korban

Didik Murtadho dan Istining

Saksi Eka Maria Ulfa menjelaskan tidak mengetahui langsung peristiwa
tersebut serta tidak mengenal tersangka Tulam dan Ahmad Fauzi, namun ia
mengetahuinya setelah mendengar kabar dari seseorang bernama Munir yang
merupakan teman korban Istining berjualan di pasar. Pada saat peristiwa
tersebut terjadi, saksi Eka Maria Ulfa sedang tidur tetapi ia mengetahui jika
korban Didik Murtadho dan Istining berangkat ke Pasar Baru Porong tempat
kedua korban berjualan yang berjarak enam kilometer dari rumah dengan
waktu tempuh lima belas hingga dua puluh menit di atas pukul 00.00 WIB

setiap harinya. la merasa curiga karena pasti ada seseorang yang mengetahui
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kebiasaan kedua orang tuanya membawa uang tunai dalam jumlah yang
besar, namun ia tidak mengetahui siapa orang tersebut.

Dalam peristiwa tersebut pelaku berhasil mengambil harta korban yang
terdiri dari satu buah tas berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan
puluh juta rupiah) yang merupakan uang arisan pedagang Pasar Baru Porong,
satu unit HP merk LG, dan satu unit HP merk Leagoo. Korban membawa
uang tunai sebanyak itu karena akan diberikan kepada empat orang pedagang
yang mendapatkan uang arisan.

Saksi Eka Maria Ulfa tidak mengetahui keempat orang pedagang yang
akan diberi uang arisan oleh korban Istining pada hari Kamis tanggal 23
November 2017. la juga tidak mengetahui jJumlah pedagang yang turut serta
dalam arisan tersebut. Yang ia tahu adalah mayoritas pedagang di Pasar Baru
Porong turut serta dalam arisan dan korban Istining dipercaya para pedagang
untuk membawa uang arisan yang terkait. Arisan tersebut berbeda nominal
setiap harinya, yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, dan Rp. 50.000,-, di mana
selalu ada pedagang yang mendapat arisan setiap hari sehingga kedua korban
juga selalu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak.'%®

Kondisi fisik kedua korban setelah mengalami pencurian dengan
kekerasan adalah korban Didik Murtadho mengalami dua luka bacok di
punggung dan di belakang, sedangkan korban Istining mengalami luka sobek
di kepala.

Atas kejadian tersebut, korban Didik Murtadho dan Istining selaku orang
tua kandung saksi Eka Maria Ulfa mengalami kerugian materiil yang ditafsir
kurang lebih Rp. 90.000.000,-. Keluarga saksi juga kehilangan bapak Didik
Murtadho yang meninggal dunia karena luka parah yang dialaminya.

2. Saksi Istining selaku korban

Saksi Istining menjelaskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017
pukul 00.55 WIB bersama suami (Didik Murtadho) berangkat dari rumah
yang berlokasi di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

menuju ke Pasar Baru Porong berboncengan menggunakan sepeda motor
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Honda Mega Pro untuk berdagang. Dalam perjalanan mereka melewati tuang
jalan Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari mereka
melewati jalur Desa Glagaharum - tuang jalan Desa Besuki - tuang jalan Desa
Pejarakan - Kelurahan Mindi Kecamatan Porong lalu masuk ke Pasar Baru
Porong. Jarak dari rumah kedua korban menuju Pasar Baru Porong yaitu
kurang lebih enam kilometer dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih
lima belas hingga dua puluh menit.

Selama dalam perjalanan menuju Pasar Baru Porong tidak ada orang
yang mengikuti kedua korban, karena dari rumah mereka hingga tuang jalan
Desa Besuki terdapat lampu penerangan jalan, jadi korban Istining tahu betul
tidak ada orang yang mengikuti mereka.

Setelah sampai di tuang jalan Desa Pejarakan tepatnya di depan eks Balai
Desa Pejarakan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba mereka
dipepet oleh dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda
motor berwarna putih. Kemudian pelaku langsung menendang sepeda motor
kedua korban hingga terjatuh di jalan raya dan kepala korban Istining
membentur aspal. Selanjutnya salah satu pelaku mendatangi korban Istining
dan merampas tas yang ia bawa sehingga terjadilah tarik menarik antara
keduanya. Akhirnya tas tersebut berhasil dikuasai oleh pelaku.'°®

Setelah berhasil menguasai tas tersebut, pelaku mendatangi korban Didik
Murtadho dan korban Istining mendengar suaminya berkata “kate lapo koe”.
la tidak tahu jika korban Didik Murtadho telah dibacok oleh pelaku.
Kemudian pelaku melarikan diri ke arah barat menuju Kecamatan Porong dan
tidak memedulikan kedua korban yang tengah terluka di tuang jalan dalam
situasi sangat gelap karena belum terdapat lampu penerangan jalan. Terhadap
kedua pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, korban
Istining tidak tahu dan tidak kenal. la tidak tahu bagaimana ciri-ciri dua orang
pelaku tersebut karena pada saat itu ia sangat panik dan situasinya sangat

gelap sehingga ia tidak dapat melihat pelaku dengan jelas.
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Disaat pelaku kabur dan berhasil membawa harta yang dirampas, korban
Istining mendatangi suami  dengan  merangkak dan  berusaha
membangunkannya. la menepuk-nepuk punggung suaminya dan ia berpikir
suaminya hanya pingsan, namun ternyata pungung suaminya mengeluarkan
darah dan menempel di tangan korban Istining.

la sangat terkejut karena suaminya yang tidak kunjung bangun dan
berusaha mencari handphone di saku celana suaminya. Kemudian ia
menghubungi teman berdagang di Pasar Baru Porong bernama sdr. Bagik
untuk membawa kendaraan dan menjemput mereka di tempat kejadian, tetapi
sdr. Bagik mengatakan ia sedang berada di rumah dan kemudian
menghubungi sdr. Munir yang sedang berada di Pasar Baru Porong. Setelah
kejadian, beberapa orang mengendarai sepeda motor dan lalu lalang melewati
tempat kejadian tersebut. Korban Istining berusaha meminta tolong, tetapi
tidak ada yang berani berhenti untuk menolong kedua korban karena saat itu
situasinya sangat gelap. Beberapa saat kemudian sdr. Munir datang
menjemput kedua korban dan mengantar mereka ke Rumah Sakit Pusdik
Gasum Porong untuk perawatan lebih lanjut.*°

Tas yang berhasil dirampas oleh pelaku berisi uang tunai sebesar Rp.
90.000.000,-, yang mana uang tersebut adalah uang arisan pedagang Pasar
Baru Porong dan akan dibagikan pada hari itu juga, satu unit HP merk LG
warna merah hitam, satu unit HP merk Leagoo warna pink, KTP, ATM, buku
tabungan BRI, kunci brankas, kunci meja pasar, dan kunci rumah. Kedua
korban terbiasa melewati tuang tersebut dan membawa uang tunai dalam
jumlah besar, namun mereka tidak menyangka kejadian tersebut akan terjadi.
Dengan adanya peristiwa tersebut, korban Didik Murtadho meninggal dunia
akibat luka bacok di punggung dan kepala, sedangkan korban Istining
mengalami luka sobek di kepala.

Kemudian korban Istining memaparkan pedagang Pasar Baru Porong
yang mengikuti arisan tersebut kurang lebih berjumlah 200 orang dan

berjalan kurang lebih selama 13 tahun tanpa ada permasalahan di dalamnya.
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la sebagai orang yang mendirikan arisan tersebut sehingga dipercaya untuk
membawa uang arisan yang terkait. Arisan yang dikoordinirnya berbentuk
harian dan nominalnya berbeda-beda, yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp.
50.000,-. Sebab itulah ia curiga pasti ada seseorang yang tahu keberadaan
kedua korban berangkat ke Pasar Baru Porong pada tengah malam dan orang
tersebut sudah tahu mereka selalu membawa uang tunai dalam jumlah yang
besar, tetapi korban Istining tidak tahu siapa orang tersebut.

3. Saksi ketiga bernama Muhammad Munir selaku pihak pelapor

Saksi Muhammad Munir menjelaskan ia mengetahui peristiwa pencurian
dengan kekerasan terhadap barang berupa satu buah tas milik korban Didik
Murtadho dan Istining sesuai dengan keterangan korban Istining, namun tidak
mengetahui isinya. la juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara
pelaku mengambil barang milik kedua korban.

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB
saksi Muhammad Munir sedang berada di Pasar Baru Porong untuk
berdagang. Kemudian ia menerima telepon dari kakaknya yang bernama
Subagi Uman dan mengatakan “tulungono Mbak Ning (korban Istining)
dibegal nang tuang pejarakan”. Setelah itu ia bergegas menuju ke lokasi
menggunakan sepeda motor dan temannya yang bernama sdr. Kholis
mengendarai mobil pick-up.

Sesampainya di lokasi ia mendapati Didik Murtadho (Alm) sudah dalam
posisi terlentang dan bersimbah darah di pinggir jalan, serta sdri. Istining
berdiri dengan kondisi kepala berlumuran darah. Bersama dengan sdr. Kholis,
saksi Muhammad Munir mengangkat dan menaruh Didik Murtadho (Alm) di
bak belakang mobil pick-up. Saksi Muhammad Munir mengangkat sdr. Didik
Murtadho (Alm) dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan, di
mana tangan kirinya masuk ke luka bagian punggung sehingga pada saat itu
tangan saksi Muhammad Munir berlumuran darah.*!

Pada saat saksi Muhammad Munir sampai di lokasi kejadian, ia melihat

sdr. Didik Murtadho (Alm) dan sdri. Istining menggunakan kendaraan satu
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unit Honda Mega Pro warna hitam yang tidak ia ketahui tahun dan nopolnya,
serta terdapat keranjang berisi kaki ayam potong di bagian belakang motor.
Selain itu kondisi lingkungan tempat kejadian yang ia ketahui dalam keadaan
sepi dan gelap karena peristiwa terjadi saat tengah malam.

Selanjutnya mereka berangkat menuju Rumah Sakit Pusdik Gasum. Saat
di rumah sakit, saksi Muhammad Munir baru mengetahui korban Istining
mengalami luka di kepala bagian kanan belakang. Setelah itu, saksi
Muhammad Munir menunggu bantuan di tempat kejadian perkara, dan tak
lama kemudian petugas Polsek datang menggunakan mobil patroli.

Saksi Muhammad Munir tidak mengetahui secara pasti dengan
menggunakan sarana dan prasarana apa yang dipakai oleh pelaku. Disamping
itu juga ada saksi lain bernama sdr. Kholis selaku pihak yang membawa
mobil pick-up untuk membawa kedua korban yang beralamat di Desa
Trosobo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.!?

4. Saksi keempat bernama Ahmad Fauzi alias Unyil selaku joki dalam
pencurian dengan kekerasan

Saksi Ahmad Fauzi alias Unyil menjelaskan ia berprofesi sebagai
pembantu tersangka Tulam untuk menjual pepaya di Pasar Baru Porong
kurang lebih selama enam tahun. Selama enam tahun tersebut pula, ia
mengenal Tulam pada saat bekerja bongkar muat buah pepaya di Pasar Baru
Porong, kemudian ia diajak oleh Tulam untuk ikut bekerja menjual pepaya
sebagai penjaga dagangan. la tidak ada hubungan keluarga dengan Tulam.

Saksi Ahmad Fauzi alias Unyil melakukan perbuatan mengambil barang
milik orang lain tanpa ada izin dari pemilik barang pada hari Kamis tanggal
23 November 2017 sekitar pukul 01.10 WIB di jalan tuang Desa Pejarakan
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo bersama Tulam yang beralamat di
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Adapun barang yang diambil pada
hari, jam, dan lokasi tersebut bersama Tulam adalah satu buah tas kain
berwarna biru muda yang berisi uang tunai yang tidak ia ketahui jumlahnya,

satu buah HP merk Leagoo berwarna pink, satu buah HP merk LG berwarna
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merah hitam, dan beberapa isi yang lain namun ia tidak mengetahuinya. la
hanya mengetahui pemilik tas tersebut adalah seorang perempuan, tetapi ia
tidak tahu namanya.

Sebelumnya Tulam telah menentukan sasaran terhadap kedua korban
tersebut dan keberadaan tas kain berwarna biru muda tersebut sebelum
diambil oleh kedua pelaku yaitu dibawa oleh pemiliknya dengan cara
digantungkan di leher pada saat perjalanan menuju Pasar Baru Porong
bersama suaminya. Saksi Ahmad Fauzi alias Unyil tidak mengenal baik
terhadap kedua korban, namun yang ia tahu bahwa kedua korban adalah
pedagang ayam potong di Pasar Baru Porong.!*®

Adapun cara saksi Ahmad Fauzi alias Unyil bersama Tulam melakukan
perbuatan tersebut adalah pada saat kedua korban berangkat dari rumah
menuju Pasar Baru Porong dengan berboncengan menggunakan sepeda
motor, kedua pelaku terus mengikuti mereka. Setelah sampai di tempat
kejadian, saksi Ahmad Fauzi alias Unyil dan Tulam memepet sepeda motor
yang dikendarai oleh korban dan menyenggolkan setir sepeda motor mereka
ke arah setir sepeda motor korban hingga membuat kedua korban terjatuh.

Kemudian Tulam turun dari sepeda motor dan hendak mengambil tas
yang dibawa oleh perempuan tersebut, namun suaminya bangun dan
memukul Tulam dengan menggunakan helm yang dipakai oleh korban
sebanyak dua kali. Setelah itu Tulam mengeluarkan celurit miliknya yang
mana saksi Ahmad Fauzi alias Unyil tidak tahu menahu darimana dan dengan
cara bagaimana celurit itu didapatkan, kemudian dibacokkan ke suami
perempuan tersebut hingga terjatuh.

Selanjutnya kedua pelaku membawa tas tersebut dan meninggalkan
lokasi kejadian menuju kost Tulam di depan Puskesmas Porong. Adapun
sarana yang digunakan adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna
putih tahun 2013 nopol N 2669 UG. Saksi Ahmad Fauzi alias Unyil memakai
jamper warna hitam bertulikan “Warlock”, kaos pendek hitam Saudara New

Pallapa (SNP), dan celana pendek jeans warna biru dongker merk Breyton.
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Sesampainya di tempat kost Tulam, tas kain warna biru muda tersebut
dibuka bersama dengan saksi Ahmad Fauzi alias Unyil. Sewaktu membuka
tas tersebut, saksi Ahmad Fauzi alias Unyil melihat ada uang yang ia tidak
tahu jumlahnya dan dua buah HP. Kemudian Tulam memberikannya satu
bendel uang yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- serta
HP merk LG warna merah hitam. Setelah dihitung, jumlah uang yang
diberikan Tulam sebesar Rp 16.000.000, serta sisanya yang ia tidak tahu
jumlahnya dan HP merk Leagoo warna pink dibawa oleh Tulam sendiri.
Kemudian Tulam memberikan dan menyuruh saksi Ahmad Fauzi alias Unyil
untuk membuang tas kain warna biru muda beserta isinya yang tidak ia
ketahui tersebut di Kali Porong. Setelah itu ia kembali ke tempat jualan
pepaya di Pasar Baru Porong.'*

Uang bagian saksi Ahmad Fauzi alias Unyil, sebesar Rp. 2.350.000
digunakan untuk biaya sehari-hari melarikan diri dan bersembunyi di Malang,
sedangkan sisanya dan HP merk LG warna merah hitam masih disimpan.
Kejadian tersebut adalah perbuatannya pertama kali mengambil barang milik
orang lain yang disertai dengan kekerasan namun ia tidak melakukan
kekerasan apapun, dan terhadap suami perempuan tersebut pada saat itu ia
melihatnya masih bergerak dan kemungkinan masih hidup. Di samping itu, ia
tidak mengetahui apa yang terjadi pada korban perempuan, karena saat itu ia
masih berada di atas sepeda motor dan mesin motor masih dalam keadaan
menyala agar kedua pelaku dapat melarikan diri dengan cepat.

Saksi Ahmad Fauzi alias Unyil mendengar dari Tulam bahwa di Pasar
Baru Porong ada arisan harian yang dibentuk oleh perempuan pedagang ayam
potong (korban), dan Tulam juga ikut serta sebagai anggota arisan tersebut,
tapi ia tidak tahu Tulam ikut arisan berapa. Adapun yang membawa uang
arisan adalah perempuan pedagang ayam potong (korban) tersebut karena ia
yang mendirikan arisan.

Pada mulanya kurang lebih tiga hari sebelum kejadian, Tulam memiliki

ide untuk mengambil uang dari perempuan pedagang ayam potong tersebut,
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kemudian mengajak saksi Ahmad Fauzi alias Unyil untuk ikut dalam
perbuatan tersebut di mana ia juga membagi peran. Kemudian mereka berdua
merencanakannya sebagai berikut: Pertama, pada hari Senin tanggal 20
November 2017 sekitar pukul 00.30 WIB mereka menunggu di sekitar rumah
korban yang mana saksi Ahmad Fauzi alias Unyil tidak mengetahui nama
desanya. Kemudian ia melihat korban bersama suaminya keluar rumah dan
mengikutinya menuju Pasar Baru Porong melewati jalan tuang Desa
Pejarakan Kecamatan Jabon. Kedua, ia melakukan hal yang sama dan masih
melalui jalan yang sama, untuk memastikan setiap kali korban berangkat ke
Pasar Baru Porong akan melalui jalan tersebut.

Rencana yang sebenarnya adalah mereka membuntuti korban kemudian
memepet sepeda motornya dan menarik tas yang dibawa oleh perempuan
tersebut. Namun karena jaraknya saat memepet korban terlalu dekat sehingga
menyenggol setir sepeda motor korban dan mengakibatkan korban terjatuh.
Perbuatan membacok juga tidak termasuk dalam rencana. Saksi Ahmad Fauzi
alias Unyil ikut serta dalam perbuatan tersebut karena ia ingin membalas budi
atas kebaikan Tulam terhadapnya yang telah mengajaknya untuk bekerja.
Selain itu yang ia ketahui bahwa Tulam memiliki tanggungan hutang kepada
pengepul pepaya yang dijualnya, dan kemungkinan hutangnya lebih dari Rp
20.000.000,-.**
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BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 365 AYAT (3)
KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(STUDI KASUS DI POLRESTA SIDOARJO)

A. Analisis Pasal 365 Ayat (3) KUHP Perspektif Hukum Positif dan Hukum

Pidana Islam

1. Analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum positif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 365 KUHP diatur dalam
KUHP Buku Il Bab XXII dan berisi sebagai berikut, “diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan
maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicun'nya”.116

Pasal ini merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP tentang
pencurian biasa, yang mana berisi, “barangsiapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah”.*’
Pasal 365 KUHP terdiri dari empat ayat, di antaranya yaitu pada ayat (3)
yang berisi, “jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun”. Secara sederhana, pasal ini
mengandung pengertian bahwa jika seseorang melakukan pencurian namun

mengakibatkan korbannya meninggal dunia, maka orang yang melakukan

118 Muljatno, KUHP, Cet. 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.
17 Ibid., 128
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pencurian tersebut dapat dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara dengan
bukti-bukti yang relevan.

Namun sebelum menemukan bukti-bukti yang relevan, aparat penegak
hukum harus meneliti apakah seseorang yang melakukan pencurian tersebut
telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.
Unsur-unsur yang dimaksud yaitu:

a. Unsur objektif, yang terdiri dari:

1) Upaya atau cara yang digunakan:
a) Kekerasan; atau
b) Ancaman kekerasan,

2) Ditujukan kepada seseorang;

3) Waktu penggunaan ancaman kekerasan dan kekerasan tersebut
itu ialah sebelum, pada saat itu, dan setelah.

b. Unsur subjektif, yaitu pelaku menggunakan ancaman kekerasan atau
kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah
pencurian agar muncul kemungkinan untuk melarikan diri sendiri
atau peserta lain dan dapat menguasai harta benda yang dicuri
sehingga tetap berada di tangan. Begitu pula dalam pasal ini
menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada
korban.!®

Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian lapangan
yang diperoleh penulis, maka perbuatan tersebut telah sesuai dengan yang
tercantum dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Analisisnya adalah sebagai
berikut:

a. Termasuk dalam unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362), yang

meliputi:**°
1) Mengambil, bermaksud untuk mengambil barang agar dapat
memilikinya. Pelaku mengambil barang tersebut untuk

memilikinya dan barang yang dicuri berpindah tempat dari tempat

118 hitp-//repository.uin-suska.ac.id/8172/4/ BAB%20I11.pdf diakses pada tanggal 23 November
2020 pukul 08.41 WIB.
19 1bid.
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semulanya. Dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak
awal tersangka Tulam berniat untuk memiliki barang berupa tas
kain berwarna biru muda yang berisi uang tunai puluhan juta milik
korban Didik Murtadho dan Istining tanpa izin dari korban;

2) Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.1?
Barang tersebut harus berwujud, merupakan benda bergerak, dan
menjadi bagian dari harta benda seseorang. Jika barang tersebut
dalam keadaan res nullus (barang di mana pemilikya telah
melepaskan haknya) maka tidak ada unsur pencurian di dalamnya
jika ada yang mengambilnya untuk dikuasai. Sehingga kasus di
atas memenuhi unsur ini karena sudah jelas barang yang diambil
tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain;

b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1),

meliputi:*%*

1) Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini, pencurian tersebut
didahului dengan aksi menyenggol sepeda motor korban, sehingga
dikatakan sebagai pencurian yang didahului dengan kekerasan;

2) Terhadap orang. Perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang.
Dalam hal ini pelaku mencuri barang milik orang lain dan
melakukan pencurian dengan kekerasan yang ditujukan kepada
pemilik barang yang dicuri tersebut;

3) Dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian.
Telah dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa setelah menguasai
barang yang ia ambil, tersangka Tulam mendapat perlawanan dari
korban Didik Murtadho dengan dipukul menggunakan helm
sebanyak dua kali. Kemudian ia mengeluarkan senjata tajam

miliknya berupa celurit dan membacok korban hingga punggung

120 hitp//repository.uin-suska.ac.id/8172/4/ BAB%20I11.pdf diakses pada tanggal 23 November
2020 pukul 08.41 WIB
121 |bid.
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dan tubuh bagian belakangnya terluka, sehingga ia dapat kabur
membawa barang yang dicuri tersebut;

4) Atau dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal ini, pelaku telah
tertangkap tangan dengan adanya aksi perlawanan yang dilakukan
oleh korban;

5) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.
Kasus tersebut juga mencantumkan keterangan saksi Ahmad
Fauzi alias Unyil selaku joki pencurian, yang mana ia diperintah
oleh tersangka Tulam untuk tetap berada di atas sepeda motor agar
mesin sepeda motor tersebut tetap menyala sehingga mereka dapat
melarikan diri dengan mudah;

6) Atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dalam hal ini
tersangka Tulam melarikan diri agar dapat tetap menguasai barang
yang dicurinya;

c¢. Unsur timbulnya akibat: matinya orang. Menurut keterangan penyidik,

peristiwa tersebut menimbulkan kematian terhadap salah satu korban,

yaitu Didik Murtadho akibat pendarahan pada luka bacok di punggung
dan tubuh bagian belakang.

Dalam kasus ini, jelas dapat diterapkannya Pasal 365 ayat (3) KUHP
karena unsur-unsur yang ada dapat dibuktikan, dan bukan menerapkan Pasal
368 KUHP tentang Pemerasan karena korban bukan merupakan suami atau
istri dari pelaku.

2. Analisis Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum pidana Islam
Tidak hanya hukum positif, hukum pidana Islam memberlakukan pula
aturan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah)

122

apabila unsur-unsur yang ada telah terpenuhi*=“, penjelasannya adalah sebagai

berikut:
a. Unsur umum, di mana unsur tersebut berlaku untuk semua tindak

pidana. Unsur umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

122 sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea: 2015), 11-13.

66



1) Unsur formal, yaitu adanya undang-undang (nass), jadi semua
tindak pidana harus ditentukan oleh undang-undang dengan
melarang melaksanakannya dan apabila dilanggar akan dikenai
hukuman. Kasus tersebut menurut hukum pidana Islam juga
terdapat undang-undangnya, yaitu terdapat dalam Al-Qur’an
surah Al-Ma’idah ayat 33.

a5 15H0 S0 (a1 G (3 s AT 03 ) G0 TSR &)

35 W b s ald B Gt e 15851 A (e 2015 gt i)
Ske e el

Artinya: “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

(tempat kediamannya). yang demikian itu sebagai suatu penghinaan

untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar”;

2) Unsur material, yaitu sifat melawan hukum atau terdapat
tingkah laku seseorang yang membentuk suatu tindak pidana®??,
baik itu berupa sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
Dalam kasus ini terdapat sifat melawan hukum, yaitu adanya
perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya
dan disertai dengan kekerasan;

3) Unsur moral, yaitu pelakunya mukallaf atau pelakunya dapat
dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang ia
lakukan, sedangkan orang gila atau anak di bawah umur tidak
dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan
keterangan saksi dalam menjelaskan kasus tersebut, bahwa
pelaku dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dibuktikan
dengan ia adalah orang dewasa dan adanya perencanaan yang

matang sebelum menjalankan aksinya.

123 sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea: 2015), 11-13.
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b. Unsur khusus, ialah spesifikasi atau rincian dari setiap tindak pidana
dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain.'?* Dalam
kasus ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah
pencurian dengan kekerasan dan disertai dengan pembunuhan.
Perbuatan tersebut memiliki bentuk pokok pencurian, namun pelaku
juga membunuh korban karena ia mendapatkan perlawanan dari

korban tersebuit.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pasal 365 Ayat (3) KUHP Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta

Sidoarjo)

1. Penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum
positif (studi kasus di Polresta Sidoarjo)

Perlu diketahui bahwa kasus yang digunakan dalam penelitian ini
seharusnya membahas penegakan hukum yang dilakukan oleh dua orang
tersangka, namun karena pihak kepolisian terkait tidak mengizinkan peneliti
untuk meneliti tersangka kedua, maka peneliti hanya membahas penegakan
hukum terhadap tersangka pertama.

Berdasarkan keterangan penyidik unit Pidana Umum Polresta Sidoarjo
selaku pihak yang menangani kasus tersangka Tulam, kepolisian telah
menjalankan tugas sebagai berikut:

Petugas penyidik'?® bernama Hafid Dian Maulidi selaku Kanit Pidum Sat
Reskrim yang dibantu oleh Saiful Arief selaku penyidik pembantu menyusun
berita acara pendapat (resume) setelah membaca berita acara pemeriksaan

saksi dan keterangan tersangka?®, di antaranya:

124 H
Ibid.
125 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Bogor: Politeia,
1997), 15.
126 saiful Arief (Penyidik Polresta Sidoarjo), Dokumentasi, Sidoarjo, 30 November 2020.
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Dasar dari penyusunan resume tersebut adalah:

1)

2)

3)

4)

Laporan Polisi Nomor: LPB/22/X1/2017/Jatim/Res Sda/Sek

Jabon tanggal 23 November 2017;%?

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.
Dik/1629/X1/2017/Satreskrim tanggal 28 November 2017
Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.

Dik/22/X1/2017/Satreskrim tanggal 23 November 2017;
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:
B/807/X1/2017/Satreskrim tanggal 29 November 2017;

Fakta-fakta yang terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

Penanganan terhadap tempat kejadian perkara, di mana dalam
perkara ini telah dilakukan penanganan olah tempat kejadian
perkara dari Polsek Jabon dan dibantu oleh unit Satreskrim
Polresta Sidoarjo;*?®

Pemanggilan, di mana dalam perkara ini tidak dilakukan

pemanggilan terhadap saksi karena semua saksi bersedia untuk

datang sendiri dan sanggup untuk diminta keterangannya;

Penangkapan, di mana dalam perkara ini tersangka Tulam

ditangkap dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Sp. Kap/227/X1/2017/Satreskrim dan dibuatkanlah Berita Acara

Penangkapan tanggal 28 November 2017;

Penahanan, yang terdiri dari:

a) Dilakukan penahanan terhadap tersangka Tulam dengan
dasar  Surat  Perintah  Penahanan  Nomor:  Sp.
Han/122/X1/2017/Satreskrim dan dibuatkan Berita Acara
Penahanan pada tanggal 29 November 2017;

b) Diajukannya Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
Nomor: B/122.A/XI1/2017/Satreskrim  kepada Kepala

127\, Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Bogor: Politeia,
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Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas nama tersangka Tulam
pada tanggal 29 November 2017;

c) Dikeluarkanlah Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: B -
/0.5.30/Epp.1/12/2017 pada bulan Desember 2017 %9
sehingga telah dapat memperpanjang masa penahanan
tersangka Tulam terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017
sampai dengan 27 Januari 2018.

5) Penggeledahan, dilakukan sebagai berikut:

a) Dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal
tertutup lainnya yaitu tempat kost tersangka Tulam yang
berlokasi di depan Puskesmas Porong Desa Juwet Kenongo
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan dasar Surat
Perintah Penggeledahan Nomor: Sp. Dah/
/X1/2017/Satreskrim dan telah dibuatkan Berita Acara
Penggeledahan pada tanggal 28 November 2017

b) Diajukannya surat persetujuan penggeledahan atas nama
Tulam kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada
bulan Desember 2017 dengan Surat Permintaan
Persetujuan Penggeledahan Nomor: B /
.BIX11/2017/Satreskrim;

c) Telah diberikan persetujuan penggeledahan atau tempat
tertutup lainnya atas nama tersangka Tulam dengan dasar
Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor:
[XI1l/Pen. Pid / 2017 bulan Desember 2017.

6) Penyitaan, dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
Sita/451/X1/2017/Satreskrim dan Surat Penetapan Penyitaan
Nomor: /XII/Pen. Pid/2017 tanggal 28 November 2017
dilakukan penyitaan terhadap barang berupa:**°

129 saiful Arief (Penyidik Polresta Sidoarjo), Dokumentasi, Sidoarjo, 30 November 2020.
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a) 1 (satu) buah celurit;

b) Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah);

¢) 1 (satu) potong celana pendek jean;

d) 1 (satu) jaket parasit warna hitam;

e) 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG,;

f) 1 (satu) buah HP merk Leagoo warna pink;

g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N
2669 UG

7) Keterangan saksi sebagaimana yang telah peneliti jelaskan
dalam Bab 11l dan keterangan tersangka sebagaimana di bawah
ini;

a) Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka Tulam dalam
keadaan sehat rohani maupun jasmani dan bersedia untuk
diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan
sebenarnya;*®*

b) Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka menerima tawaran
dari penyidik untuk didampingi oleh penasehat hukum dari
kantor Advokat dan Penasehat Hukum LAW FIRM &
LEGAL CONSULTANT ‘BAMBANG SOETIJIPTO SH.
MHum & ASSOCIATES’ yang beralamat di Komp.
Pertokoan Bumi Jenggolo Plazs D-1 JI. KH. Mukmin No.
11 Sidoarjo;

c) Tersangka melakukan perbuatan mengambil barang milik
orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November
2017 sekitar pukul 01.10 WIB di jalan tuang Desa
Pejarakan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo bersama
dengan Achmad Fauzi alias Unyil yang beralamat di Desa
Gedang Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tanpa

seizin dari pemilik barang;
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d) Adapun barang yang diambil oleh tersangka Tulam tersebut
berupa satu buah tas kain berwarna biru muda yang
berisikan antara lain uang tunai Rp. 53.000.000,- (lima
puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Leagoo
berwarna pink, 1 (satu) buah HP berwarna hitam yang ia
lupa nama merknya, beberapa isi tas lainnya yang juga ia
lupa;

e) Tersangka mengetahui bahwa pemilik barang berupa tas
kain berwarna biru muda tersebut adalah seorang
perempuan pedagang ayam potong di Pasar Baru Porong
yang ia tidak ketahui namanya, namun panggilan setiap
harinya adalah Umik;!?

f) Setiap harinya tersangka menjual pepaya di Pasar Baru
Porong pada stand W-11, sedangkan Umik menjual ayam
potong di blok dalam pasar. Adapun rutinitas Umik setiap
harinya selain sebagai pedagang ayam potong adalah
pengepul arisan pada pedagang di Pasar Baru Porong
tersebut dan tersangka juga ikut sebagai anggota arisan.
Untuk iuran arisan adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) tersangka Tulam ikut dua arisan dan iuran Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ia ikut empat. Arisan
tersebut dilakukan setiap hairi dan yang bertugas membawa
uang arisan tersebut adalah Umik. Tersangka Tulam
dengan Umik tidak ada hubungan keluarga;

g) Sebelum tersangka Tulam mengambilnya, keberadaan tas
warna biru muda tersebut yaitu dibawa oleh Umik dengan
cara digantungkan di leher pada saat perjalanan menuju

Pasar Baru Porong bersama suaminya;
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h) Adapun cara tersangka Tulam dan saksi Achmad Fauzi
alias Unyil melakukan perbuatan mengambil tas milik
Umik tersebut adalah sebagai berikut:

Pada saat Umik dan suaminya berangkat dari rumah
menuju Pasar Baru Porong dengan berboncengan sepeda motor,
diikuti oleh tersangka Tulam bersama saksi Achmad Fauzi alias
Unyil. Setelah sampai di tempat kejadian, saksi Achmad Fauzi
alias Unyil menendang sepeda motor Umik dan suami hingga
keduanya terjatuh.

Setelah mereka terjatuh, tersangka Tulam turun dari sepeda
motor yang ditumpanginya dengan maksud untuk mengambil
tas kain warna biru muda yang dibawa oleh Umik tersebut, tapi
suaminya melakukan perlawanan dengan cara memukul
tersangka Tulam dengan menggunakan helm yang dipakainya,
sehingga tersangka Tulam pun panik kemudian mengeluarkan
senjata tajam berupa celurit yang ia bawa dari rumah
sebelumnya lalu ia bacokkan ke suami Umik yang saat itu
posisinya membungkuk sehingga mengenai bagian punggung
sebelah Kiri. Tersangka Tulam membawa celurit tersebut
memang dengan tujuan jika korban memberikan perlawanan
terhadapnya.’*3

Kemudian tersangka Tulam berusaha fokus untuk mencari
tas yang dibawa oleh Umik tersebut, tapi suami Umik kembali
memukulnya dengan helm dan iapun kembali membacoknya
dengan celurit, tapi tersangka Tulam tidak ingat di bagian mana,
yang jelas posisinya saat itu ia berhadapan dengan suami Umik.

Setelah bacokan kedua tersebut suami Umik berusaha
melindungi Umik dengan cara menutupkan tubuhnya ke tubuh
Umik dan kemudian tersangka Tulam bersama saksi Achmad
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Fauzi alias Unyil meninggalkan lokasi tersebut menuju ke

tempat kostnya di depan Puskesmas Porong.

i) Sesuai dengan keterangan tersangka Tulam di atas bahwa ia
membacok suami Umik menggunakan celurit, dan asapun
perannya dalam peristiwa tersebut adalah sebagai eksekutor
atau yang mengambil barang, sedangkan saksi Achmad
Fauzi alias Unyil bertindak sebagai joki atau yang
membonceng dan sekaligus menendang sepeda motor
korban hingga terjatuh;

J) Adapun sarana yang digunakan adalah satu uni sepeda
motor Honda Beat warna putih tahun 2013 nopol N 2669
UG. Tersangka Tulam memakai jaket parasit warna hitam,
celana jean pendek, serta menggunakan helm warna putih
merk VOG;3*

k) Setelah sampai di tempat kost tersangka Tulam tersebut,
kemudian tas kain warna biru muda tersebut dibuka
bersama dengan saksi Achmad Fauzi alias Unyil dan yang
membuka adalah tersangka Tulam. Saat tas tersebut dibuka,
ila melihat isi berupa uang dan dua buah HP. Setelah
dihitung jumlah uang tersebut adalah Rp. 53.000.000,-
(lima puluh tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut ia
bagi untuk saksi Achmad Fauzi alias Unyil sebesar Rp.
16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisanya sebesar
Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk
bagian tersangka Tulam. Selanjutnya satu buah HP merk
Leagoo warna pink ia bawa, namun satu buah HP warna
hitam yang tidak ia ketahui merknya dan tas kain warna
biru muda beserta isinya yang tidak ia ketahui tersebut

dibawa oleh saksi Achmad Fauzi alias Unyil;
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I) Berdasarkan keterangan saksi Achmad Fauzi alias Unyil,
memang benar bahwa ia memiliki ide untuk mengambil
uang dari Umik kurang lebih tiga hari sebelum kejadian,
yang mana kemudian ia sampaikan dan ia mengajak saksi
Achmad Fauzi alias Unyil untuk ikut melakukan perbuatan
tersebut. Selanjutnya perencanaannya adalah sebagai
berikut: Pertama, pada hari Senin tanggal 20 November
2017 sekitar pukul 00.30 WIB mereka menunggu di sekitar
rumah Umik yang tidak ia ketahui nama desanya.
Kemudian ia melihat Umik bersama suaminya keluar
rumah dan mengikutinya menuju Pasar Baru Porong
melewati jalan tuang Desa Pejarakan Kecamatan Jabon.
Kedua, ia melakukan hal yang sama dan masih melalui
jalan yang sama, untuk memastikan setiap kali korban
berangkat ke Pasar Baru Porong akan melalui jalan
tersebut. Dalam rencana ini, tersangka Tulam lah yang
membagi peran;'®

m) Uang bagian tersangka Tulam sebesar Rp. 37.000.000,-
(tiga puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk antara lain,
yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
diberikan kepada istrinya; sebesar Rp. 4.000.000,- (empat
juta rupiah) ditransfer ke Pak Kadir untuk pembayaran
pepaya; sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jura lima ratus ribu
rupiah) dibayarkan tunai kepada Pak Sugeng untuk
pembayaran pepaya; sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) diberikan kepada anaknya yang bernama Eva;
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar
hutang kepada Romlah; sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Gondrong;

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk
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membayar hutang kepada Deni; sebesar Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Makrus;
sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk
membayar hutang kepada Jamil; sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada H.
Baidi; dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis
digunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun uang
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ia minta dari
istrinya yang diambilkan dari uang sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersangka Tulam
beri kepadanya;

n) Perbuatan tersebut adalah perbuatan tersangka Tulam
pertama kali dalam mengambil barang milik orang lain
yang disertai dengan kekerasan, namun terhadap korban
Umik ia tidak melakukan kekerasan apapun karena
memang tujuannya adalah untuk mengambil tas yang
dibawanya;**°

0) Bahwa perbuatan menendang tidak termasuk dalam
rencana, yang sebenarnya adalah saat mengikuti korban,
tersangka Tulam langsung menarik tas yang dibawa Umik
tersebut. Namun tiba-tiba saksi Achmad Fauzi alias Unyil
menendang sepeda motor yang dipakai oleh Umik dan
suaminya sehinga keduanya terjatuh. dan menarik tas yang
dibawa oleh perempuan tersebut. Sedangkan tersangka
Tulam membawa celurit yang memang telah ia siapkan
seandainya terdapat usaha perlawanan dari korban atau
setidaknya ia gunakan untuk menakuti korban;

p) Bahwa tersangka Tulam melakukan perbuatan mengambil

barang milik orang lain tersebut karena ia ingin
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mendapatkan uang dengan jalan yang mudah dan akan ia
gunaan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya.

8) Barang bukti berupa, 1 (satu) buah celurit; uang tunai sebesar
Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 1 (satu) potong
celana pendek jean; 1 (satu) jaket parasit warna hitam; 1 (satu)
buah helm warna putih merk VOG; 1 (satu) buah HP merk
Leagoo warna pink; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat
warna putih nopol N 2669 UG;

9) Visum et repertum, yang mana berdasarkan hasil pemeriksan
yang dikeluarkan oleh dokter RS Bhayangkara Pusdik Sabhara
Porong
a) Nomor: B/322/X1/2017/RSB Pusdik Sabhara tanggal 28

November 2017 atas nama Didik Murtadho dengan
kesimpulan pada mayat seorang laki-laki berusia antara
empat puluh lima tahun hingga lima puluh lima tahun
tersebut, ditemukan dua buah luka terbuka pada punggung
akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet
geser pada pelipis kiri, pipi kiri, punggung tangan kanan,
dan kedua lutut akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian
orang tersebut tdak dapat ditentukan karena tidak dilakukan
pemeriksaan bedah jenazah;**’

b) Nomor: VER/FD135787/RSB Porong tanggal 30
November 2017 atas nama korban Istining dengan
kesimpulan, pada pemeriksaan seorang perempuan yang
mengaku berumur empat puluh lima tahun tersebut
ditemukan luka terbuka dangkal di kepala bagian belakang
akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian
belakang akibat kekerasan tumpul, luka lecet geser pada
leher bagian belakang dan jari kelingking tangan kanan

akibat kekerasan tumpul.
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Sehingga dalam kasus ini, analisa yang dapat diambil oleh pihak

kepolisian adalah:

a. Kondisi kejiwaan, tersangka Tulam dalam kondisi jasmani dan
rohani yang sehat pada saat melakukan perbuatan pencurian dengan
kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 di tuang
jalan Desa Pejarakan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Dalam
hal ini tersangka dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas semua
perbuatan yang telah dilakukannya;

b. Locus delicty, dalam hal ini jalan tuang Desa Pejarakan Kecamatan
Jabon Kabupaten Sidoarjo benar berada dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga pengadilan tersebut
berkewajiban untuk menyidangkan perkara tersangka Tulam
sebagaimana di atas;

c. Tempus delicty, perbuatan tersangka Tulam tersebut dilakukan pada
hari Kamis tanggal 23 November 2017, sehinga masa kadaluarsanya
dihitung pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut dan jatuh
tempo pada tanggal 23 November 2029. Hal ini sesuai dengan Pasal
78 ke-3e KUHP yaitu hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat
dijalankan lagi) jika sesudah lewat dua belas tahun.**®

Mengacu pada teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman,

tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan
di atas telah mengikuti teori struktur hukum, karena prosedur yang dilakukan
mengikuti aturan yang ada, yaitu Pasal 5 sampai 7 KUHAP (wewenang
kepolisian sebagai penyelidik) dan Pasal 15 sampai 16 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 (hak dan kewajiban kepolisian).

Selain itu, kasus ini juga terjadi disebabkan karena adanya beberapa

faktor, salah satunya faktor ekonomi (tersangka yang memiliki hutang yang

cukup besar dan harus menafkahi keluarga).
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3. Penegakan hukum terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP perspektif hukum
pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)

Seperti yang telah dibahas oleh penulis di atas, bahwa tindak pidana
yang dilakukan oleh tersangka Tulam menurut hukum pidana Islam dapat
dikategorikan sebagai jarimah hirabah, yang mana pengertiannya hampir
sama dengan jarimah sarigah namun perbedaannya terletak pada cara dalam
melakukan tindak pidana tersebut, apakah secara terang-terangan ataukah
secara sembunyi-sembunyi. Karena berdasarkan keterangan gelar perkara
yang dilakukan oleh kepolisian, tersangka Tulam melakukan tindak pidana
tersebut dengan terang-terangan, maka disebut sebagai jarimah hirabah.**°

Dalam kasus tersebut, tersangka Tulam membacok korban Didik
Murtadho sebanyak dua kali hingga terluka parah dan menyebakannya
kehilangan nyawa. Maka mengacu pada pendapat jumhur ulama, jarimah ini
termasuk dalam hirabah dengan pembunuhan dan perampasan harta, yang
mana setelah tersangka membunuh korban yang jauh dari pertolongan orang
lain, ia mengambil harta yang ia inginkan

Tersangka Tulam dapat dijatuhi hukuman hadd baginya menurut jumhur
ulama bila terdapat unsur-unsur di bawah ini, yaitu:

a. Menggunakan senjata. Dalam kasus ini, tersangka Tulam telah
menyiapkan senjata tajam berupa celurit dari rumah dengan alasan
untuk berjaga-jaga apabila korban akan memberikan perlawanan;**°

b. Memotong jalan. Kasus tersebut juga menjelaskan bahwa sebelum
melakukan aksinya, tersangka menendang sepeda motor yang
dikendarai oleh kedua korban hingga mereka terjatuh. Hal ini
menunjukkan bahwa tersangka telah berniat untuk memotong jalan
korban menuju ke tempat mereka bekerja.

Korban Didik Murtadho dan Istining dapat dikatakan sebagai korban

jarimah hirabah karena beberapa alasan, kedua korban berasal dari orang
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Muslim yang mana tidak terdapat unsur syubhat kemubahan dan kehormatan
serta keterlindungan harta bendanya, dan kepemilikan mereka terhadap harta
yang dirampas oleh tersangka adalah kepemilikan yang sah, walaupun hanya
sebagian.

Sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif, jarimah hirabah dapat
dibuktikan dengan saksi (pihak yang secara langsung menyaksikan adanya
jarimah tersebut) berjumlah dua orang laki-laki dan dapat berupa pengakuan
dari pihak pelaku sendiri. *** Dalam hal ini dua saksi laki-laki yaitu
Muhammad Munir dan Achmad Fauzi alias Unyil, serta pengakuan dari
tersangka Tulam bahwa telah melakukan jarimah tersebut.

Dikarenakan bentuk kejahatannya adalah hirabah dengan pembunuhan
dan perampasan harta, maka hukuman yang dijatuhkan adalah disalib. Penulis
mengambil pendapat menurut Imam Syafi’i, sehingga terhadap tersangka
dilakukan hukuman bunuh terlebin dahulu kepada pelaku kemudian disalib.

141 Andi Nurul Fauziah, “Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini, menurut hukum positif jelas dapat diterapkannya Pasal
365 ayat (3) KUHP karena unsur-unsur yang ada dapat dibuktikan dengan
beberapa alat bukti yang telah diidentifikasi oleh kepolisian, dan bukan
menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP karena pelaku terdiri dari satu orang.
Sedangkan menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai
jarimah hirabah karena unsur umum (formal, material, moral) dan khusus
telah terpenuhi.

2. Penegakan hukum terhadap kasus Pasal 365 ayat (3) KUHP menurut
hukum positif di atas telah memenuhi beberapa aturan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang terdapat dalam
KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan
menurut hukum pidana Islam juga telah memenuhi beberapa aturan yang
ada dalam AlQur’an maupun hadits, di mana pelaku jarimah hirabah
dapat dijatuhi hukuman hadd dengan terpenuhinya unsur-unsur yang telah

ditentukan.
B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun dan segala kerendahan
hati, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap
beberapa kasus kejahatan yang terjadi khususnya terhadap kasus di atas.
2. Kepolisian perlu untuk meningkatkan kerja kerasnya dalam penegakan
hukum sehingga dapat mengurangi tingginya angka kejahatan dalam

masyarakat.
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